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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Obyek Penelitian 
1. Visi dan Misi 
a. Visi 
68 
Adapun Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Jayawijaya adalah "Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan 
Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya secara baik dan benar". 
Kata kunci Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Jayawijaya (DPPKA) adalah bagaimana profesionalisme di dalam 
mengelola pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dapat terwujud. Artinya 
pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset harus dikelola oleh aparatur yang 
kompeten dan profesional sesuai dengan bidangnya yang diharapkan berjalan 
dan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
Keuangan. Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian 
program, kebijakan, sasaran, tujuan dan misi dapat berjalan secara kongkrit dan 
mendukung sesuai tahapan-tahapan rencana strategik. 
b. Misi 
Misi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Jayawijaya adalah: 
I) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan; 
2) Optimalisasi pendapatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang 
terukur, berkualitas dan berkeadilan; 
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3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan standar pelayanan. 
2. Tujuan dan Sasaran 
a. Tujuan 
1) Meningkatkan suatu akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
keuangan SKPD yang akuntabel dan professional. 
2) Peningkatan pendapatan daerah yang sinergis dan realituis. 
3) Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan pengelolaan keuangan dan aset 
yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab serta memiliki wawasan dan 
keterampilan. 
b. Sasaran 
1) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengguna anggaran yang seimbang 
dan terkelolanya aset daerah yang berorentasi pada kepentingan publik. 
2) Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah. 
3) Meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Strategi 
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke 
dalam kebijakan dan program, maka strategi kebijakan yang ditempuh antara 
lain: 
I) Pengelolaan administrasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
A set. 
2) Pengkajian kebijakan di bidang peneriman dan belanja daerah. 
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3) Mengadakan sosialisasi peraturan serta melaksanakan monitoring dan 
evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah, pengelolaan keuangan dan aset. 
4) Peningkatan kualitas dan profesionalisme personil Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset; 
5) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
d. Program 
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran. 
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 
3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 
4) Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 
5) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah 
3. Tugas Pokok dan Fungsi 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), dalam 
melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi antara lain: 
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 
b. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); 
c. Menyusun laporan Keuangan daerah dalam rangka Pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 
d. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 
e. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah; 
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f. Mengkoordinasikan penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk pagu 
pendapatan dan belanja daerah; 
g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Pelaksanaan 
fungsi Bendaharawan Umum Daerah. 
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 
Tahun 20 II tentang Kedudukan, sebagai berikut: 
a. Kepala 
Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 
mengendalikan Dinas dalam melaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah 
dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, sedangkan fungsinya 
adalah: 
1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan daerah; 
2) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); 
3) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka Pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD; 
4) Menyusun rancangan APBD Dan Rancanagan perubahan APBD; 
5) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang Telah ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah; 
6) Mengkoordinir penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk pagu 
pendapatan dan belanja daerah; 
7) Melaksanakan tugas Iainnya berdasrkan kuasa yang dilimpahkan Kepala 
Daerah. 
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b. Sekretariat 
Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, 
pengkoordinasian perencanaan program, penatausahaan dan Pengelolaan 
Keuangan serta urusan rumah tangga guna mendukung kelancaran tugas 
Kepala Dinas, sedangkan fungsinya adalah: 
I) Perumusan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan; 
2) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana; 
3) Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, program dan kepegawaian; 
4) Perngelolaan tata usaha dan pelaporan Keuangan DPPKA; 
5) Pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran DPPKA; 
6) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan 
Inventarisasi; 
7) Pelaksanaan urusan perencanaan pengadaan; 
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya. 
c. Bidang Pendapatan 
Mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan melaksanakan 
perencanaan serta penetapan pajak, PBB dan lain-lain pendapatan daerah serta 
pelaporan, sedangkan fungsinya adalah: 
I) Pelaksanaan kegiatan inventarisasi waj ib pajak daerah dan wajib PBB 
daerah; 
2) Pelaksanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retrubusi daerah; 
3) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran pajak 
daerah dan PBB daerah serta pendapatan daerah lainnya. 
16/41751.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
73 
4) Pelaksanaan tugas perencanaan, pengendalian operasional dibidang 
pendapatan, penetapan dan penagihan pajak daerah, PBB daerah, 
penerimaan daerah lainnya serta PBB; 
5) Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah, PBB daerah dan 
pendapatan daerah lainnya serta PBB; 
6) Penyusunan dan Perhitungan target penerimaan yang bersumber dari pajak 
daerah, PBB daerah dan pendapatan daerah lainnya; 
7) Penyiapan peraturan perundang-undangan pedoman dan Petunjuk teknis 
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perencanaan 
dan penetapan pendapatan; 
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya. 
d. Bidang Penagihan 
Mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan data untuk melaksanakan 
penagihan/ pemungutan pendapatan daerah, sedangkan fungsinya adalah : 
I) Pengendalian operasional dibidang penagihan pajak daerah, PBB daerah, 
penerimaan daerah lainnya sesuai SKP dan SKR; 
2) Pelaksanaan sosialisasi teknis dan mekanisme pembayaran pajak, PBB dan 
penerimaan daerah lainnya; 
3) Pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan penagihan pajak daerah 
dan PBB daerah serta penerimaan daerah lainnya; 
4) Pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan masalah angsuran pajak 
daerah, PBB daerah dan pendapatan lainnya sesuai dengan batas 
kewenangannya; 
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5) Pelaksanaan pelayanan permohonan keberatan serta banding atas materi 
penetapan pajak permohonan keberatan tersebut sesuai batas 
kewenangannya; 
6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesua1 dengan bidang tugas dan 
fungsinya. 
e. Bidang Anggaran 
Mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan penyusunan rancangan, 
perubahan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, sedangkan fungsinya adalah : 
1) Perumusan pedoman dan petunjuk teknis dibidang anggaran; 
2) Pernyusunan rencana/ program kerja Bidang anggaran; 
3) Penyusunan variable-variabel pendukung dalam rangka penyelenggaraan 
pengelolaan keuangan; 
4) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; 
5) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan 
Perubahan APBD; 
6) Pemberian pertimbangan teknis operasional atas permasalahan dalam 
penyusunan dan pelaksanaan APBD; 
7) Penyusunan pengendalian kredit anggaran; 
8) Pengkoordinasian tugas-tugas bidang anggaran dengan Unit kerja/ instansi 
terkait; 
9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya. 
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f. Bidang Perbendaharaan 
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan perbendaharaan 
daerah, pembinaan administrasi bendahara SKPD dan Pengendalian surat-surat 
berharga Daerah, sedangkan fungsinya adalah: 
I) Penghimpunan dan perumusan petunj uk teknis bidang Perbendaharaan; 
2) Penyusunan rencana/ program kerja bidang perbendaharaan; 
3) Penelitian kelengkapan SPM Belanja Langsung dan Belanja Tidak 
Langsung untuk penerbitan SP2D; 
4) Pelaksanaan penolakan penerbitan SP2D apabila dokumen SPM dinyatakan 
tidak Lengkap; 
5) Penyiapan rekomendasi dan surat keputusan pengangkatan/ Pemberhentian 
Bendahara SKPD; 
6) Pengkoordinasian tugas-tugas perbendaharaan dengan unit kerja/ instansi 
Terkait; 
7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya. 
g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 
Mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan pembukuan, analisis kinerja 
keuangan dan verifikasi pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan 
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah, sedangkan fungsinya adalah: 
I) Pelaksanaan penyusunan kebijakan sistem akuntansi Pemerintah Daerah; 
2) Penyusunan/ program kerja dan petunjuk teknis bidang akuntansi dan 
Pelaporan; 
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3) Pelaksanaan penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengelolaan 
keuangan daerah; 
4) Penyiapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah; 
5) Penyiapan penyusunan laporan perhitungan APBD; 
6) Pelaksanaan penelitian laporan pertanggungjawaban Bendahara 
Pengeluaran; 
7) Pelaksanaan verifikasi atas laporan SKPD; 
8) Penyiapan bahan pertimbangan pembinaan tata usaha keuangan, 
penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; 
9) Pengkoordinasian tugas dibidang Akuntansi dan Pelaporan dengan unit 
kerja/ instansi terkait; 
I 0) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya. 
h. Bidang Aset 
Mempunyai tugas pokok merumuskan dan menganalisis bahan pembinaan dan 
petunjuk teknis pengumpulan data, perencanaan, pengelolaan, inventarisasi 
dan penetapaqn nilai aset, sedangkan fungsinya adalah : 
1) Pengkoordinasian, pe laksanaan dan pengendal ian kegiatan penyusunan 
rencana dan Program kerja bidang aset; 
2) Perumusan pedoman dan petunjuk teknis yang meliputi perencanaan, 
pengelolaan inventarisasi dan penilaian aset; 
3) Penyiapan penyusunan dan penganalisaan rencana Kebutuhan barang, 
penganggaran dan pembiayaan aset; 
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4) Pelaksanaan inventarisasi aset daerah dengan pendekatan aspek fisik dan 
aspek yuridis; 
5) Pelaksanaan penilaian aset daerah; 
6) Pelaksanaan optimalisasi aset daerah; 
7) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen aset; 
8) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset daerah; 
9) Pelaksanaan legal audit aset daerah; 
I 0) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan unit pengguna barang 
meliputi perencanaan, pengelolaan serta inventarisasi dan penilaian aset; 
11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsinya. 
4. Susunan Organisasi 
Struktur Organisasi DPPKA Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai 
berikut: 
I) Kepala 
2) Sekretaris, terdiri dari: 
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b) Sub Bagian Keuangan 
c) Sub Bagian Program 
3) Bidang Pendapatan. terdiri dari : 
a) Seksi Perencanaan dan Penetapan Pendapatan 
b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan 
4) Bidang Penagihan, terdiri dari: 
a) Seksi Penagihan Pajak Dan Bagi Hasil 
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b) Seksi Penagihan PBB dan Lain-lain Pendapatan 
5) Bidang Anggaran, terdiri dari : 
a) Seksi Penyusunan Anggaran 
b) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Anggaran 
6) Bidang Perbendahraan, terdiri dari: 
a) Seksi Belanja 
b) Seksi Kas Daerah 
7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari : 
a) Seksi Akuntansi 
b) Seksi Pembinaan dan Pelaporan 
c) Seksi Evaluasi. 
8) Bidang Aset, terdiri dari: 
a) Seksi Perencanaan Aset 
b) Seksi Pengelolaan Aset 
c) Seksi Inventarisasi dan Penilaian Aset 
5. Keadaan Pegawai 
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya didukung dengan 
sumber daya manusia sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang. Adapun komposisi 
pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat umur, tingkat pendidikan, dan status 
kepegawaian, akan diuraikan berikut ini. 
Komposisi pegawai berdasarkan Jems kelamin pada kantor Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya pada tahun 
2015, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel4.1 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 
Nom or Jenis Kelamin Jumlah Persentase (orang) (%) 
1 Laki-laki 49 59.76 
2 Perempuan 33 40.24 
Jumlah 82 100,00 
.. Sumber data: Sekretanat DPPKA Kabupaten JayawiJaya Tahun 2015 
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawa1 
berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2015 yakni: laki-laki sebanyak 49 orang 
atau 59,76%, dan perempuan sebanyak 33 orang atau 40,24%. 
Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan tingkat umur pada kantor 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya pada 
tahun 2015, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabe14.2 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Umur 
Nom or Tingkat Umur Jumlah Persentase (tahun) (orang) (%) 
1 21-30 25 30,49 
2 31-40 35 42,68 
3 41-50 22 26,83 
Jumlah 82 100,00 
Sumber data: Sekretariat DPPKA Kabupaten Jayawijaya tahun 2015 
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawm 
berdasarkan tingkat umur pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
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dan Aset Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2015 yakni: pegawai dengan tingkat 
umur 21 - 30 tahun terdapat 25 orang atau 30,49%, tingkat umur 31 - 40 tahun 
terdapat 35 orang atau 42,68%, dan tingkat umur 41 -50 tahun sebanyak 22 orang 
atau 26,83 %. 
Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian pada 
kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya 
pada tahun 2015, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel4.3 
Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian 
Nom or Status Kepegawaian Jumlah Persentase (orang) (%) 
I Jabatan Struktural 23 28,05 
2 Staf/PNS 34 41,46 
3 Honorer 25 30,49 
Jumlah 82 100 
Sumber data: Sekretariat DPPKA Kabupaten Jayawijaya, 2015 
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai 
berdasarkan status kepegawaian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dari 82 orang pegawai yang memiliki 
jabatan structural terdapat 23 orang atau 28,05%, pegawai sebagai staf/ PNS 
terdapat 34 orang atau 41 ,46%, dan pegawai honorer sebanyak 25 orang atau 
30,49%. 
Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada 
kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya 
pada tahun 2015 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 4.4 
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Nom or Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (orang) (%) 
I SLTA 34 41,46 
2 Diploma 14 17,07 
3 Sl 24 29,27 
4 S2 10 12,20 
Jumlah 82 100,00 
.. Sumber data: Sekretanat DPPKA Kabupaten Jayawljaya tahun 2015 
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai 
berdasarkan tingkat pendidikan pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2015 yakni: pegawai 
dengan tingkat pendidikan SL TA terdapat 34 orang atau 41,46%, Diploma 
terdapat 14 orang atau 17,07%, S I sebanyak 24 orang atau 29,27%, dan S2 
sebanyak 1 0 orang atau 12,2%. 
Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan pada kantor Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya pada tahun 
2015 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel4.5 
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan 
Nom or Tingkat Golongan Jumlah Persentase (orang) (%) 
1 Honorer 25 30,49 
2 II 18 21,95 
3 Ill 36 43,90 
4 IV 3 3,66 
Jum1ah 82 100,00 
Sumber data: Sekretanat DPPKA Kabupaten Jayawijaya tahun 2015 
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai 
berdasarkan tingkat go Iongan ]pangkat pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2015 yakni: pegawai 
honorer sebanyak 25 orang atau 30,49%, pegawai golongan II sebanyak 18 orang 
atau 21,95%, pegawai golongan III sebanyak 36 orang atau 43,9%, dan pegawai 
golongan IV sebanyak 3 orang atau 3,66%. 
Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan masa kerja pada kantor Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya pada tahun 
2015 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel4.6 
Komposisi Pegawai berdasarkan Masa Kerja pada 
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Jayawijaya 
Masa Kerja Jumlah 
(tahun) (orang) 
:::; 5 17 
6-10 24 
II -15 18 
16-20 15 
> 21 8 
Jumlah 82 
Sumber data: Sekretariat DPPKA Kabupaten Jayawijaya tahun 2015 
83 
Persentase 
(%) 
20,73 
29,27 
21,95 
18,29 
9,76 
100,00 
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai 
berdasarkan masa kerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2015 yakni: masa kerja 5 tahun ke bawah 
sebanyak 17 orang atau 20,73%, masa kerja 6 - I 0 tahun sebanyak 24 orang atau 
29,27%, masa kerja I I - 15 tahun sebanyak 18 orang a tau 21,95%, rna sa 
kerja 16- 20 tahun sebanyak 15 orang atau 18,29%, dan masa kerja 21 tahun ke 
atas sebanyak 8 orang atau 9, 76%. 
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B. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan 
Kabupaten Jayawijaya 
Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek 
seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan 
eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang 
dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh 
masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan 
sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga 
menekan angka pengangguran. 
Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang anggota 
struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau 
pekerjaan diantara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai 
dengan efisien dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang 
melingkupinya baik intern maupun ekstern. Ada dua aspek utama dalam 
organisasi yaitu: departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar 
proses pengorganisasian. 
Departementalisasi, yaitu merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan 
kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis yang saling 
berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur 
formal suatu organisasi, dan tampak atau ditunjukkan oleh suatu bagan organisasi. 
Sedangkan pembagian kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap 
individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan 
sekumpulan kegiatan yang terbatas. Kedua aspek tersebut merupakan dasar proses 
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pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
secara efisien dan efektif. 
Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja 
dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-
beda diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu, struktur organisasi juga 
menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan 
penyampman laporan. Unsur-unsur dari struktur organisasi terdiri dari: 
spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam 
pembuatan keputusan, dan ukuran satuan kerja. 
Sehubungan dengan pengorganisasian pengelolaan PBB sektor pedesaan 
dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Jayawijaya, maka ruang lingkup penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini 
mengacu pada teori pengorganisasian yang dikemukakan oleh Robbins ( 1994: 6) 
bahwa sebuah struktur organisasi mempunyai tiga komponen dimensi, yaitu: 
kompleksitas, fonnalisasi, dan sentralisasi. 
Adapun uraian dari ketiga komponen dimensi organisasi akan diuraikan 
sebagai berikut: 
a. Kompleksitas 
Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi yang ada dalam 
sebuah organisasi, yaitu: diferensiasi horizontal, diferensiasi vertikal, dan 
diferensiasi spasial. Diferensiasi horizontal merujuk pada pengelompokan 
berdasarkan spesialisasi-spesialisasi yang ada dalam sebuah organisasi, baik 
spesialisasi fungsional maupun sosial. Pembagian departemen-departeman 
dalam organisasi dilakukan berdasarkan jumlah orang, fungsi, produkljasa, 
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klien, geografis, atau proses. Selanjutnya diferensiasi vertikal merujuk pada 
kedalaman hierarki organisasi atau struktur. Sedangkan diferensiasi spasial 
meliputi tingkat sejauh mana lokasi fasilitas dan para pegawai organisasi 
tersebar secara geografis (Robbins, 1994: 95). 
Peningkatan diferensiasi yang disertai kompleksitasnya disebabkan 
karena jumlah tingkatan hierarki di dalam organisasi semakin bertambah. 
Organisasi dengan jumlah pegawai yang sama, tidak perlu mempunyai tingkat 
diferensiasi vertikal yang sama. Organisasi dapat berbentuk tinggi (tall), 
dengan banyak lapisan hierarki, atau mendatar (jlat), dengan sedikit tingkatan. 
Organiasi dapat melakukan aktivitas yang sama dengan tingkat 
diferensiasi horizontal dan pengaturan hierarki yang sama diberbagai lokasi. 
Tetapi keberadaan barbagai lokasi meningkatkan kompleksitas (Robbins, 
1994: 98). Elemen ketiga dalam kompleksitas adalah diferensiasi spasial, yang 
merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi kantor, fasilitas termasuk sarana dan 
prasarana pendukung pemungutan PBB-P2, dan personalia sebuah organisasi 
tersebar secara geografis. 
Pada awalnya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan 
dan Perkotaan (disingkat PBB-P2) merupakan pajak yang proses 
administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh 
penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna 
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari 
penerimaan PBB, maka seluruh proses pengelolaan PBB-P2 dilakukan oleh 
Pemda termasuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Jayawijaya. 
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Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Jayawijaya, (wawancara tanggal 6 April 20 15), memberikan informasi sebagai 
berikut: 
Pengelolaan PBB-P2 lebih bersifat lokal (local origin), visibilitas, 
objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan 
erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. 
Dengan demikian, pengelolaan PBB-P2 khususnya di Kabupaten 
Jayawijaya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). Begitu pula, juga diharapkan mampu 
meningkatkan pelayanan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi 
dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Jayawijaya. 
Informasi di atas menunjukkan bahwa struktur organisasi pengelola 
Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan ( disingkat PBB-
P2) Kabupaten Jayawijaya tentu akan mengalami perubahan menyesuaikan 
dengan struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya. Namun demikian, struktur 
organisasi tersebut tetap menyelenggarakan fungsi-fungsi pengelolaan PBB-
P2. 
Sehubungan dengan konsep restrukturisasi pengelolaan PBB bahwa 
sesuai kondisi saat ini kewenangan pengelolaan PBB dinilai kurang optimal 
dengan kondisi demikian sehingga perlu untuk dilakukan restrukturisasi yaitu 
dengan merubah atau menambah bidang atau seksi kerja yang khusus yang 
menangani PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Jayawijaya (Lampiran I dan 2). 
Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Jayawijaya (wawancara tanggal 6 April 20 15), bahwa: 
" saat ini bidang/seksi yang menangani PBB belum optimal dalam 
melaksanakan fungsinya, sehingga diperlukan pembentukan satu 
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bidanglseksi lagi yang khusus menangani PBB. Selama ini untuk PBB 
masih berada dalam bidang pendapatan seksi perencanaan dan 
penetapan sama di bidang penagihan seksi penagihan PBB dan lain-
lain pendapatan jadi memang belum ada bidang atau seksi yang 
secara khusus menangani PBB di dalam struktur organisasi DPPKA 
Kabupaten Jayawijaya ... .... " 
Dalam rangka pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Jayawijaya, sumber 
daya apatur yang dibutuhkan dalam pengelolaan PBB-P2 dikelompokkan ke 
dalam 6 (enam) fungsi yaitu: 
I) Fungsi Pelayanan 
Sumber daya aparatur yang mempunyai fungsi pelayanan antara lain 
mampu bertanggung jawab melayani setiap waj ib pajak dari awal hingga 
selesai, responsif, komunikatif, ramah. 
2) Fungsi Pendataan dan Penilaian 
Spesifikasi yang dibutuhkan antara lain pegawai harus dapat melakukan 
pendataan dan penatausahaan hasil pendataan (pembentukan dan/atau 
pemeliharaan basis data) objek dan subjek pajak, membuat laporan analisis 
indikasi nilai pasar properti untuk pembentukan bank data nilai pasar 
properti serta laporan analisis upah pekerja dan harga bahan bangunan 
untuk penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). 
3) Fungsi Penerimaan 
Spesifikasi sumber daya aparatur yang dibutuhkan antara lain pegawai 
harus dapat menatausahakan penerimaan, restitusi, dan pengalokasian 
penerimaan, melakukan estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi 
pajak. 
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4) Fungsi manajemen IT 
Spesifikasi yang diperlukan antara lain pegawai harus dapat melakukan 
pengumpulan dan pengolahan data, perekaman, dan validasi dokumen 
perpajakan. 
5) Fungsi Penagihan. 
Spesifikasi yang dibutuhkan antara lain pegawai harus dapat melakukan 
urusan tata usaha piutang pajak, penagihan, melakukan penatausahaan 
surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan 
pengurangan, surat keputusan peninjauan kembali, surat keputusan 
pelaksanaan putusan banding beserta surat putusan banding. 
6) Fungsi Pengawasan 
Spesifikasi SDM yang diperlukan antara lain pegawai harus dapat 
melakukan pengawasan kepatuhan formal wajib pajak serta penelitian 
dan analisa kepatuhan material wajib pajak atas pemenuhan kewajiban 
perpajakannya, melakukan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan 
perpajakan serta konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak. 
Sehubungan dengan pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Jayawijaya 
yang pengelolaannya merupakan bagian dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jayawijaya, maka 
Dispenda/ DPPKAD melakukan penataan struktur organisasi dengan 
menambah fungsi pengelolaan PBB-P2 pada bidang yang telah ada. 
Penambahan fungsi tersebut merupakan pengalihan fungsi yang mengadopsi 
fungsi pelayanan, pendataan dan penilaian, penerimaan, manajemen IT, 
penagihan, dan pengawasan yang dijalankan oleh KPPBB Ditjen Pajak. 
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Standard Operating Procedure (disingkat SOP) menguraikan hal-hal 
yang terkait dengan tata cara penyelesaian pelayanan PBB-P2 kepada wajib 
pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. Dalam SOP dijabarkan proses bisnis 
pemungutan PBB-P2 antara lain: (a) Pendataan dan penilaian; (b) Penetapan 
dan pelayanan; (c) Penerimaan dan manajemen IT; (d) Penagihan; dan (e) 
Pengawasan. 
Masing-masing proses bisnis tersebut dijabarkan dalam bentuk SOP 
yang berisi tentang: (a) Pihak yang terkait dalam proses pemungutan PBB-P2; 
(b) tugas dan fungsi masing-masing pihak terkait; (c) Formulir yang 
digunakan; (d) Dokumen yang dihasilkan; dan (e) Alur proses dari masing-
masing proses bisnis pemungutan PBB-P2. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 56 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, 
disebutkan bahwa pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang 
menangani fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 
ditambahkan fungsi yaitu: 
a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB; 
b. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB-P2; 
c. Pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB; 
d. Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB; 
e. Penagihan PBB-P2 dan BPHTB; 
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f. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB-P2 dan BPHTB; 
g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. 
Dengan penambahan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas 
Pendapatan Kabupaten Jayawijaya dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 
mengoptimalkan struktur yang ada. 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupaten Jayawijaya yang pengelolaannya merupakan bagian 
dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya khusus bidang pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan aset daerah dapat dikembangkan sesuai prinsip-prinsip 
organisasi (fungsi lini dan fungsi stat) yaitu fungsi pendapatan menjadi dinas 
pendapatan dan fungsi pengelola keuangan dan aset menjadi bagian keuangan 
dan bagian perlengkapan. 
Sehubungan dengan diferensiasi spasial yang terkait dengan 
penyediaan fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendukung pemungutan 
PBB-P2, di mana setiap awal pelaksanaan kebijakan baru diperlukan sarana 
dan prasarana yang memadai, sehingga kebijakan baru tersebut dapat 
dilaksanakan dengan baik termasuk kebijakan pemungutan PBB-P2 di 
Kabupaten Jayawijaya. 
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pemungutan PBB-
P2 di Kabupaten Jayawijaya mencakup tiga unsur utama, yaitu: fasilitas 
perkantoran, teknologi informasi, dan peralatan pemetaan. 
I) Fasilitas kantor 
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Mengingat pemungutan PBB-P2 ini merupakan kebijakan yang 
terkait dengan pelayanan pada masyarakat, diperlukan suatu fasilitas 
perkantoran yang memadai. Fasilitas perkantoran yang perlu disiapkan 
oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Jayawijaya meliputi: (a) Gedung kantor untuk 
administrasi pengelolaan PBB-P2; (b) Tempat pelayanan yang akan 
menerima jenis pelayanan antara lain: pendaftaran objek pajak baru, 
mutasi objek/subjek pajak, pembetulan SPPT/ SKPD, pembuatan salinan 
dokumen perpajakan, keberatan atas penunjukan sebagai wajib pajak, 
keberatan atas pajak terutang, pengurangan pajak terutang, restitusi dan 
kompensasi, pengurangan denda administrasi, penentuan kembali jatuh 
tempo SPPT, dan penundaaan tanggal pengembalian SPOP; (c) Tempat 
informasi; dan (d) Tempat penerima pembayaran PBB-P2 berupa bank 
tempat pembayaran PBB-P2. 
Kabupaten Jayawijaya yang melaksanakan pengelolaan PBB-P2 
pada tahun 2014 dengan potensi penerimaan PBB-P2 mencapai Rp 4,92 
miliar, menyediakan fasilitas perkantoran, antara lain: ruang pelayanan, 
ruang komputer dan pencetakan SPPT, Surat Tanda Terima Setoran 
(STTS), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), ruang server, ruang 
arsip, ruang kerja, lemari arsip, dan komputer. 
2) Teknologi informasi (software dan hardware) 
Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Jayawijaya, 
didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana teknologi inforrnasi yang 
lengkap. Kelengkapan sarana teknologi inforrnasi di daerah dapat dilihat 
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dari beberapa faktor, yaitu hardware dan software yang digunakan, 
ketersediaan data, dan dokumentasi. 
Daerah perlu mengetahui hardware dan software yang digunakan 
dalam melakukan pengelolaan PBB-P2. Adapun hardware dan software 
yang dapat digunakan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 
dalam pengelolaan PBB-P2 adalah: (a) Hardware dan Software, 
Hardware meliputi: server, personal komputer, network, high speed 
printer, printer, plotter. Sedangkan Software, meliputi: Operating System 
(OS), database, runtime aplikasi, aplikasi pemetaan, aplikasi Sistem 
Informasi Pengelolaan Pajak, misalnya SISMIOP; dan aplikasi Sistem 
Informasi Geografis (SIG); (b) Pengadaan softwaresesuai dengan 
spesifikasi yang diperlukan. Apabila akan menggunakan softwareaplikasi 
Sistem Infonnasi Pengelolaan Pajak berupa SISMIOP Ditjen Pajak, perlu 
dilakukan kustomisasi source code SISMIOP sehubungan dengan: struktur 
organisasi, perubahan proses bisnis, dan perubahan format dan 
nomenklatur keluaran produk hukum (surat-surat ketetapan). 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jayawijaya melakukan pengembangan aplikasi Sistem 
Informasi Pengelolaan Pajak baru dengan memperhatikan: (a) Impor basis 
data SISMIOP Ditjen Pajak, atau migrasi basis data Ditjen Pajak ke basis 
data; dan (b) Pemutakhiran data, untuk data masa transisi antara waktu 
backup data SISMIOP Ditjen Pajak sampai dengan waktu sistem baru 
dioperasikan telah melakukan kustomisasi atas koneksi data pada program 
Payment Online System (apabila ada) sehubungan dengan adanya 
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perubahan struktur data. Selain itu, juga dilakukan pengembangan services 
data interoperability untuk integrasi data dengan data center PBB-P2 dan 
BPHTB. 
Pengadaan hardware dan software tersebut disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Penyesuaian itu tetap 
diperlukan agar tidak membebani keuangan pemerintah daerah setempat, 
sehingga pelaksanaan tugas dapat tetap terlaksana dengan biaya yang tidak 
terlalu besar. Tingkat kelengkapan hardware dan software tersebut 
disesuaikan dengan volume pekerjaan dan jumlah wajib pajak yang 
dilayani di Kabupaten Jayawijaya. 
3) Peralatan Pemetaan 
Peralatan pemetaan yang dibutuhkan dalam melakukan pemetaan 
adalah: (a) Theodolit, Total Station; (b) Global Positioning System(GPS); 
(c) Scanner; (d) Alat ukur; (e) Aplikasi Pemetaan; dan (f) Aplikasi SIG. 
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pemungutan PBB-
P2 di Kabupaten Jayawijaya yang meliputi: fasilitas perkantoran, teknologi 
informasi, dan peralatan pemetaan, harus tersedia secara memadai guna 
menunjang terlaksananya efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kabupaten 
Jayawijaya di masa akan datang. 
Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya (wawancara tanggal 6 April 2015), 
memberikan informasi sebagai berikut: 
Pengorganisasian pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor 
perdesaan dan perkotaan Kabupaten Jayawijaya yang memiliki 3 
bidang kerja yaitu: ekonomi moneter, sistem pembayaran dan 
pengawas. Ketiga bidang tersebut perlu diperhatikan karena 
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kompleksitas menentukan ukuran besarnya organisasi, di mana makin 
kompleks sebuah organisasi, makin besar kebutuhannya akan alat 
komunikasi, koordinasi, dan kontrol yang efektif. Artinya dengan 
semakin meningkat kompleksitasnya akan mampu meningkatkan 
efektivitas organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. 
Informasi di atas menunjukkan bahwa dalam pandangan struktural 
organisasi diperlukan adanya koordinasi pola interaksi para anggota organisasi 
secara formal. Organisasi merupakan kumpulan dari individu dan kelompok 
sehingga keefektifan organisasi pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari 
keefektifan individu dan kelompok. Jadi, struktur organisasi menetapkan 
bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme 
koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. 
Kompleksitas mempetimbangkan tingkat differensasi atau perbedaan 
yang ada dalam organisasi yang meliputi tingkat pembagian kerja, jumlah 
tingkatan di dalam hierarkhi organisasi, serta tingkat sejauhmana unit-unit 
organisasi tersebar secara menyeluruh. Kompleksitas pada sebuah organisasi 
dipengaruhi oleh besar kecilnya organisasi tersebut, semakin besar kekuatan 
sebuah organisasi maka akan semakin kompleks juga struktur organisasi yang 
ada di dalamnya. 
Secara lebih sederhana organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri 
dari sekelompok oarang yang mempunyai tujuan yang sama, yang dapat 
dicapai secara bersama, dimana dalam melakukan tindakan itu ada pembagian 
tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi tiap-tiap personal yang terlibat di 
dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi. 
Organisasi biasanya berada dalam lingkungan yang bergolak dengan 
sumber daya terbatas, lingkungan yang berubah-ubah sesuai perkembangan 
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zaman, perubahan tersebut akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Dalam 
lingkungan demikian organisasi harus tanggap dan pandai mengantisipasi 
perubahan agar organisasi tersebut tetap dapat mempertahankan 
keberadaannya (exist) dan dapat berfungsi (functional). Agar organisasi dapat 
mempertahankan keberadaannya dan dapat berfungsi, maka organisasi itu 
haruslah efektif. 
Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan ten tang 
pengorganisasian pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di 
Kabupaten Jayawijaya khususnya di Wamena, terdapat dua unsur atau bidang 
pengorganisasian yang dinilai sebagai unsur-unsur penting yang perlu 
mendapatkan perhatian baik dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya maupun 
dari Dinas PPKA pasca dipelimpahan kewenangan pengelolaan PBB oleh 
Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sehingga PBB dapat menjadi salah 
satu sumber pendapatan dan penghasilan bagi Kabupaten Jayawijaya selain 
sumber-sumber pajak lainnya atau retribusi yaitu struktur organisasi dan tugas 
pokok dan fungsi (Tupoksi), pembagian tugas dan penempatan pegawai. 
Dalam struktur organisasi DPPKA Kabupaten Jayawijaya sampai 
dengan penelitian ini dilakukan secara substansi belum terbentuk bagian dan 
seksi yang secara khusus menangani PBB. Dalam struktur organisasi DPPKA 
Kabupaten Jayawijaya yang masih berlaku ketika penelitian ini dilakukan, 
penarikan dan pengelolaan PBB dalam satu tahun terjadinya pelimpahan 
kewenangan dalam sektor PBB dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan dan 
Bidang Penagihan. 
Sehubungan dengan perubahan kebijakan yang ada, ketika hal ini 
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dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Jayawijaya 
Samuel Patasik, SPi, dalam suatu wawancara melalui sebuah pertanyaan 
berkaitan dengan struktur organisasi DPPKA yang belum menambahkan 
bagian atau seksi secara khusus menangani PBB, dikatakan bahwa: 
"... ... ... . selama ini untuk PBB masih berada dalam bidang 
pendapatan seksi perencanaan dan penetapan pendapatan sama di 
bidang penagihan seksi penagihan PBB dan lain-lain pendapatanjadi 
memang belum ada bidang atau seksi yang secara khusus menangani 
PBB di dalam struktur organisasi DPPKA Kabupaten 
Jayawijaya ... .... "(Hasil wawancara April2015). 
Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas PPKA Kabupaten 
Jayawijaya ini menunjukkan bahwa PBB masih dikelola oleh Bidang 
Pendapatan dan Bidang Penagihan atau dengan kata lain bahwa belum 
ditangani oleh bidang yang secara khusus menangani PBB. 
Selain mewawancarai Kepala Dinas PPKA Kabupaten Jayawijaya, 
juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan DPPKA 
Kabupaten Jayawijaya, dimana dikatakan bahwa: 
" ... .... eeeee kami belum ada perubahan masih menggunakan struktur 
organisasi yang lama jadi PBB masih ditangani oleh Bidang 
Pendapatan pada Seksi Perencanaan atau Bidang Penagihan pada 
seksi penagihan PBB dan lain-lain pendapatan mudah-mudahan 
dengan perubahan ini DPPKA juga melakukan penambahan 
bidang ... .... (Hasil wawancara April 2015). 
Wawancara seputar struktur organisasi juga dilakukan dengan Kabag 
Orpan Kabupaten Jayawijaya, dimana dikatakan bahwa: 
" ...... .... seharusnya sudah ada perubahan tapi tnt ;uga harus 
memperhatikan aturan-aturan lain yang ada jadi tidak tiba-tiba ada 
perubahan aturan ini kit a juga merubah yang itu kami pikir ini juga 
kembali bagaimana pemerintah daerah pere5pon perubahan 
pengelelolaan PBB dari pusat ke pemerintah daerah ... ...... " (Hasil 
wawancara April 2015) 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan ini, terlihat bahwa DPPKA 
Kabupaten Jayawijaya belum melakukan perubahan terhadap struktur 
organisasi atau merestrukturisasi kembali dengan menambahkan I bidang dan 
seksi yang khusus menangani PBB. Belum dilakukannya perubahan terhadap 
struktur organisasi DPPKA Kabupaten Jayawijaya dan juga diperoleh dari 
hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan antara lain 
dengan staf di seksi penagihan PBB dan lain-lain pendapatan, menyatakan 
bahwa: 
kami tarik semua mulai dari pajak samapai retribusi kami 
yang tarik walaupun kami di seksi penagihan PBB dan pendapatan 
lain-lain jadi khusus untuk pungut P BB sa) a tidak ada semua kami 
tarik dan kumpul ..... " (Hasil wawancara Bulan April 2015). 
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan staf yang JUga 
merupakan petugas pemungut lapangan dapat dilihat bahwa selama ini seksi 
penagihan PBB dan pendapatan lain-lain tetap melaksanakan tugas untuk 
memungut semua jenis pajak yang ada di Kota Wamena termasuk PBB sektor 
perdesaan dan perkotaan. 
Ketika ditanyakan mengapa hal ini bisa terjadi, dikatakan oleh Kepala 
Dinas DPPKA Kabupaten Jayawijaya bahwa: 
"... .. . . .. belum adanya struktur keorganisasian yang menangani 
khusus PBB terlepas dari bidang atau seksi yang ada karena memang 
selama ini PBB masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 
sehingga untuk ke/ancaran un1san PBB di daerah ya kami masukkan 
di bagian yang relevan at au sesuai sehingga ketika P BB saat ini 
menjadi kewenangan daerah secara organisasi belum kami 
bentuk ... .... " (Hasil wawancara April 2015). 
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala DPPKA 
Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat bahwa belum adanya struktur organisasi 
berupa bidang dan seksi yang secara khusus menangani masalah pengelolaan 
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PBB di Kabupaten Jayawijaya. Belum terstrukturnya bidang atau seksi yang 
mengelola PBB karena selama ini PBB masih menjadi kewenangan 
pemerintah pusat. 
Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai Kepala Bidang Penagihan 
yang berkaitan dengan PBB, belum adanya bagian atau bidang organisasi yang 
menangani secara khusus persoalan PBB di dalam struktur organisasi DPPKA 
bahwa selama ini sebelum PBB pada tahun 2014 dilimpahkan kewenangannya 
kepada daerah untuk dikelola adalah salah satu alasan belum dibentuknya 
bidang atau seksi yang secara khusus mengelola PBB karena daerah hanya 
menjalankan tugas penagihannya sehingga dengan adanya kewenangan ini 
maka DPPKA Kabupaten Jayawijaya sudah harus melakukan rekonstruksi 
keorganisasiannnya untuk membentuk bidang dan seksi baru yang secara 
khusus menangani dan mengelola PBB misalnya bidang PBB dan BPHTB. 
Dalam susunan organisasi DPPKA Kabupaten Jayawijaya terdapat 7 
(tujuh) bidang dimana masing-masing bidang terdiri dari beberapa seksi yang 
telah terbagi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tupoksi DPPKA 
Kabupaten Jayawijaya telah terbagi berdasarkan peraturan yang ditetapkan. 
Pengelolaan PBB dalam organisasi PBB selama ini diserahkan ke bidang 
pendapatan dan bidang penagihan beserta tanggung jawab (tupoksi) seperti 
yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya. 
Berkenaan dengan telah dilimpahkannya kewenangan pengelolaan 
PBB secara keseluruhan termasuk PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka setiap SKPD terkait 
termasuk DPPKA Kabupaten Jayawijaya harus mampu merumuskan dan 
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menyusun tugas pokok dan fungsi dari bidang atau seksi yang secara khusus 
dibentuk untuk menangani pekerjaan dalam hal PBB di Kabupaten 
Jayawijaya. 
Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber 
sebagai informan dalam penelitian ini antara lain dengan Kepala Dinas PPKA 
Kabupaten Jayawijaya dikatakan bahwa: 
" ......... tug as pokok dan fungsi kit a tau bahwa ini berhubungan 
dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai di suatu bidang 
atau seksi yang sating berhubungan khusus untuk persoalan PBB 
termasuk PBB disektor perdesaan dan perkotaan kalau kita lihat ini 
menyatu dengan dua bidang yang telah kami sebutkan tadi walaupun 
belum secara rinci disebutkan karena bidang atau seksi yang khusus 
menangani PBB seperti bidang PBB dan BPHTB ini belum kami 
bentuk ini juga berhubungan dengan sejumlah kewenangan yang 
dulunya masih dimiliki oleh pemerintah pusat sehingga ya kami 
daerah juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mulai dari 
struktur maupun dalam hal pegmvai apalagi untuk DPPKA ini kita 
punya sedikit pegawai lapanganjadi walaupun pusat sudah limpahkan 
itu tugas pokok dan fungsi masih tetap menjadi bagian pekerjaan dari 
bidang pendapatan dan penagihan dengan seksi-seksi yang ada ....... " 
(Hasil·wawancara Bulan April 20 15). 
Dari hasil wawancara yang dilakukan ini dapat dilihat bahwa belum 
adanya bidang PBB dan BPHTB di DPPKA Kabupaten Jayawijaya ini turut 
dipengaruhi oleh kewenangan yang dulunya masih berada di tangan 
pemerintah pusat sehingga daerah menyesuaikan dengan kebutuhan daerah 
dan kondisi atau keadaan pegawai sehingga tugas pokok dan fungsi 
pengelolaan atau penanganan masalah PBB disemua sektor termasuk sektor 
perdesaan dan perkotaan masih dikerjakan oleh bagian pendapatan dan 
penagihan. 
Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris DPPKA 
Kabupaten Jayawijaya ketika penulis melakukan wawancara sehubungan 
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dengan tugas pokok dan fungsi bidang atau seksi yang menangani PBB sektor 
perdesaan dan perkotaan, dimana dikatakan bahwa: 
"... .. . . .. .. . inikan kit a sesuaikan juga dengan kondisi lapangan kit a 
apalagi untuk Kota Wamena PBB sektor perdesaan dan perkotaan 
be/urn optimal dalam pengelolaannya sehingga hal ini juga 
berpengaruh pada pembentukan bagian atau bidang-bidang yang 
khusus menangani masalah PBB eee kalau potensinya sedikit dan 
petugasnya juga terbatas yang kami pikir itu sebabnya kebijakan 
pembentukan bidangnya juga sesuai sehingga dalam hal pembagian 
pekerjaan juga disesuaikan dengan bidang atau seksi yang 
dibentuk ... ..... " (Hasil wawancara Bulan April 2015). 
Ketika hal ini penulis tanyakan kepada Kepala Seksi penagihan PBB 
dan pendapatan lain-lain dikatakan bahwa: 
"... ... .. . tupoksinya be/urn ada secara terinci karena kami diseksi 
penagihan PBB dan pendapatan lain-lain yang melakukan tugas atau 
pekerjaan itu maupun tugas berkoordinasi dengan bidang atau seksi 
lain termasuk dengan subyek pajak PBB karena ini juga disesuaikan 
dengan bidang dan seksi yang secara khusus menangani PBB kami 
karena untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Jayawijaya be/urn ada yang tupoksinya masih tetap 
menjadi bagian atau melekat pada bidang atau seksi yang ada ....... " 
(Hasil wawancara Bulan April 2015). 
Informasi di atas menunjukkan bahwa sehubungan dengan tupoksi 
yang ada di DPPKA Kabupaten Jayawijaya, dalam satu tahun ini persoalan 
PBB sektor perdesaan dan perkotaan masih menyatu dengan bidang atau seksi 
yang ada seperti seksi penagihan PBB dan pendapatan lain-lain kendati 
kewenangan itu sudah diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pokok dan 
fungsi dari bidang atau seksi yang secara khusus menangani PBB sektor 
perdesaan dan perkotaan pun belum ada. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompleksitas 
dalam pengelolaan PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kabupaten Jayawijaya belum terwujud sebagaimana yang 
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diharapkan, baik terhadap restrukrisasi kelembagaan, pelaksanaan tugas dan 
fungsi pegawai yang berwenang, dam fasilitas atau sarana dan prasarana 
penunjang. Padahal komplesitas sangat penting diperhatikan karena mampu 
meningkatkan efektivitas organisasi, sebagai suatu subsistem yang 
membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan kontrol agar dapat efektif dalam 
mewujudkan visi dan misi yang diemban. 
b. Formalisasi 
Formalisasi merupakan tingkatan pada sejauhmana sebuah organisasi 
menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur 
perilaku dari para pegawainya. Dengan struktur organisasi yang besar, maka 
akan semakin sulit mengawasi dan mengendalikan para anggota organisasi di 
dalam efektifitas kinerja organisasi. Untuk itu, diperlukan adanya peraturan 
dan pedoman operasional standar organisasi dalam performansi kerja dari para 
anggota organisasi, baik di tingkat bawahan maupun pada tingkat 
atasan/manajer. 
Menurut Robbins ( 1994: I 03) bahwa, "Jika sebuah pekerjaan sangat 
diformalisasikan, maka si pemegang pekerjaan itu hanya mempunyai sedikit 
kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, dan bilamana 
mengerjakannya. Dalam hal ini teknik formalisasi yang diterapkan oleh para 
pimpinan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Jayawijaya di dalam pengelolaan PBB-P2 di 
Kabupaten Jayawijaya mengacu pada pendapat Robbins ( 1994: I 03) bahwa 
teknik-teknik yang digunakan dalam menstandarisasikan perilaku para 
pegawai adalah: 
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I) Proses seleksi (selection) 
Organisasi memilih pegawainya bukan secara acak. Para pelamar diproses 
melalui sejumlah rintangan yang dirancang untuk membedakan para 
individu yang mungkin dapat berprestasi dengan baik dari mereka yang 
mungkin tidak akan berhasil. 
2) Persyaratan jabatan (role requirement) 
Para individu di dalam organisasi mempunyai jabatan. Setiap pekerjaan 
membawa serta harapan mengenai bagaimana si pemegang jabatan 
seharusnya berperilaku. 
3) Peraturan, prosedur, dan kebijakan (rules, procedures, and policies) 
Peraturan merupakan pemyataan eksplisit yang ditujukan kepada seorang 
pegawai tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Prosedur 
adalah rangkaian langkah yang saling berhubungan satu sama lain secara 
sekuensial yang diikuti pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kebijakan 
sebagai pedoman yang dapat menetapkan hambatan terhadap pengambilan 
keputusan yang dibuat oleh pegawai. 
4) Proses pelatihan (training) 
Pelatihan ada yang bersifat on-the-job-training misalnya pemagangan, 
pendampingan (coaching), atau penugasan-penugasan yang bersifat studi, 
ada pula yang bersifat off-the-job-training ( ceramah, demonstrasi, 
simulasi, atau instruksi terprogram). 
5) Ritual (rituals) 
Ritual atau upacara adalah semacam "pengesahan" bahwa seseorang 
menyandang status tertentu. Formalisasi melalui teknik ini biasanya 
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dilakukan untuk jabatan-jabatan strategis dan memiliki dampak jangka 
panjang pada organisasi. 
Kelima aspek di atas diterapkan secara maksimal oleh Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 
Jayawijaya dalam menstandarisasikan perilaku para pegawai agar dapat 
melaksanakan pengelolaan PBB-P2 secara efektif dan transparan di 
Kabupaten Jayawijaya. 
Sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
dimana pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) 
antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah 
dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas 
dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, 
serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. 
Selanjutnya dalam PP No. 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa susunan 
organisasi dinas kabupaten/kota paling banyak memiliki 4 bidang dan masing-
masing bidang paling banyak terdiri dari 3 seksi. Penentuan besaran susunan 
organisasi dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja 
sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. 
Kepala Sekretariat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Jayawijaya, wawancara tanggal 6 April 20 15), memberikan 
informasi sebagai berikut: 
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Pengelolaan PBB-P2 masih menghadapi banyak kendala antara lain: 
data piutang, pelayanan PBB-P2 yang belum terselesaikan, dan 
mekanisme restitusi PBB-P2. Kondisi demikian mengakibatkan 
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 dicabut dan 
diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah. 
Dengan adanya peraturan bersama ini diharapkan semua permasalahan 
yang berkaitan dengan pengelolaan PBB-P2 dapat terselesiakan. 
Selanjutnya dengan penetapan Peraturan Daerah tentang PBB-P2, 
maka daerah menyusun beberapa Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang 
mengatur mengenai: (I) Bentuk dan isi formulir Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang PBB-P2 (SPPT PBB-P2); (2) Tata cara pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan 
PBB-P2; (3) Tata cara pengajuan keberatan; (4) Tata cara pengembalian 
kelebihan pembayaran PBB-P2; (5) Tata cara pembayaran, penyetoran dan 
tempat pembayaran PBB-P2; (6) Tata cara pelaporan PBB-P2; (7) Tata cara 
pembetulan ketetapan PBB-P2; dan (8) Tata cara penagihan PBB-P2. 
Substansi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kabupaten Jayawijaya di 
atas akan diuraikan sebagai berikut: 
I) Peraturan Kepala Daerah tentang Bentuk dan lsi Formulir SPPT PBB-P2 
Perkada Kabupaten Jayawijaya ini mengatur bentuk formulir SPPT 
PBB-P2 yang berisi informasi/data berkaitan dengan: (a) nomor seri 
formulir; (b) nama kantor Dinas Pendapatan Daerah atau sesuai dengan 
tugas, pokok dan fungsi yang memungut; (c) informasi berupa tulisan 
"SPPT PBB-P2" bukan merupakan bukti kepemilikan hak; (d) kode akun; 
(e) tahun pajak dan jenis sektor "PBB-P2"; (f) Nomor Objek Pajak (NOP); 
(g) letak objek pajak; (h) nama dan alamat wajib pajak; (i) Nomor Pokok 
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Wajib Pajak (NPWP); U) luas bumi dan/atau bangunan; (k) kelas bumi 
dan/atau bangunan; (I) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m2 bumi dan/atau 
bangunan; (m) total NJOP bumi dan/atau bangunan; (n) NJOP sebagai 
dasar pengenaan PBB-P2; (o) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NJOPTKP); (p) NJOP untuk penghitungan PBB-P2; (q) Nilai Jual Kena 
Pajak (NJKP); (r) PBB-P2 yang terutang; (s) PBB-P2 yang harus dibayar; 
(t) tanggal jatuh tempo; (u) tempat pembayaran; (p) nama petugas 
penyampai SPPT; (w) tanggal penyampaian; (x) tanda tangan petugas; dan 
(y) informasi lainnya sesuai kebutuhan. 
Peraturan kepala daerah tersebut mengatur bentuk formulir SPPT 
PBB-P2 yang berisi informasildata diperlukan untuk mempermudah 
pengisiannya karena Perkada ini juga dapat mengatur pula mengenai 
petunjuk pengisian formulir SPPT PBB-P2 di Kabupaten Jayawijaya. 
2) Peraturan Kepala Daerah tentang tata Cara Pengurangan atau Penghapusan 
Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-
P2. 
Perkada Kabupaten Jayawijaya ini mengatur tata cara kepala 
daerah memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
dan pengurangan atau pembatalan atas ketetapan PBB-P2. Dalam hal ini, 
kepala daerah mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah atau kepala instansi lainnya yang tugas dan fungsinya 
memungut PBB-P2 di Kabupaten Jayawijaya. 
Sanksi administratif PBB-P2 yang dapat diberikan pengurangan 
atau penghapusan adalah sanksi administratif berupa bunga, denda, dan 
kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena 
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kesalahan wajib pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak 
Daerah (SKPD) PBB-P2 dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB-
P2. Ketetapan PBB-P2 yang dapat diberikan pengurangan atau pembatalan 
adalah ketetapan berupa SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, 
yang tidak benar. 
Pengurangan atas ketetapan berupa SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, 
STPD PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas: 
(a) Luas objek; (b) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan/atau (c) Penafsiran 
peraturan perundang-undangan PBB, yang terdapat dalam SPPT PBB-P2, 
SKPD PBB-P2, dan STPD PBB-P2. Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD 
PBB-P2, STPD PBB-P2 dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2, SKPD 
PBB-P2, STPD PBB-P2 tersebut seharusnya tidak diterbitkan. Selain 
ketentuan tersebut, Perkada ini dapat juga mengatur persyaratan dalam 
mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan 
permohonan pengurangan atau pembatalan atas ketetapan PBB-P2. 
3) Peraturan Kepala Daerah tentang tata Cara Pengajuan Keberatan 
Ketentuan yang dapat diatur dalam Perkada Kabupaten Jayawijaya 
ini adalah: (a) Syarat bagi wajib pajak untuk dapat mengajukan keberatan 
adalah manakala besarnya pajak terutang yang tercantum dalam SPPT 
PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang diterima dianggap tidak sesuai dengan 
keadaan obyek yang sebenarnya; dan (b) Ketentuan bagi waj ib pajak untuk 
mengajukan keberatan. Setelah surat keberatan itu diajukan, wajib pajak 
akan diberi tanda bukti penerimaan. 
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4) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran PBB-P2 
Perkada Kabupaten Jayawijaya ini memuat ketentuan: (a) Keadaan 
yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran PBB-P2 yaitu: 
apabila PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya 
terutang, dan apabila dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak 
seharusnya terutang; (b) Ketentuan bagi wajib pajak untuk memperoleh 
pengembalian pembayaran PBB-P2; (c) Standard Operating Procedure 
(SOP) pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2. 
5) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembayaran dan Tempat 
Pembayaran PBB-P2. 
Hal yang dapat diatur antara lain: (a) Mekanisme pembayaran 
PBB- P2 secara manual maupun secara online/elektronik; (b) Penunjukan 
tempat pembayaran PBB-P2 yang dilakukan secara manual maupun 
secara online/ elektronik; dan (c) Mekanisme penyetoran penerimaan 
PBB-P2 dari bank persepsi ke kas daerah. 
6) Peraturan Kepala Daerah tentang tata Cara Pelaporan PBB-P2 
Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai: (a) Periode pelaporan 
penerimaan PBB-P2; (b) Penanggung jawab penyusunan laporan 
penerimaan PBB-P2; (c) Mekanisme pelaporan; dan (d) Substansi 
pelaporan. 
7) Peraturan Kepala Daerah tentang tata Cara Pembetulan Ketetapan PBB-P2 
Ketentuan yang dapat diatur antara lain: (a) Jenis ketetapan yang 
dapat dilakukan pembetulan, (b) Ruang lingkup Pembetulan SKPD, 
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meliputi: kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan; (c) 
Persyaratan bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pembetulan; 
(d) Tata cara mengajukan permohonan pembetulan; (e) Rentang waktu 
proses pembetulan; dan (f) Surat keputusan pembetulan. 
8) Peraturan Kepala Daerah tentang tata Cara Penagihan PBB-P2 
Ketentuan yang dapat diatur antara lain: (a) Ttata cara penerbitan 
surat teguran/surat peringatan/surat lainnya yang sejenis; (b) Tata cara 
penerbitan STPD; (c) Tata cara penerbitan surat paksa; dan (d) Batas 
waktu pelunasan tagihan. 
Kedelapan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang PBB-P2 akan 
menunjang efektivitas pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Jayawijaya karena 
dengan formulasi tersebut akan diwujudkan visi dan misi Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya (wawancara tanggal 6 
April 20 15), bahwa: 
Formalisasi mampu meningkatkan efektivitas organisasi karena 
dengan menggunakan formalisasi akan mengatur perilaku para 
pegawai sehingga dengan adanya standarisasi perilaku tersebut akan 
mengurangi keanekaragaman untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, 
satuan kerja harus menyamakan dan menanamkan visi dan misi untuk 
tujuan tunggal dalam benak pegawai, dimana setiap pegawai memiliki 
perbedaan sifat dan kepribadiannya. Oleh karena itu, cara untuk 
melaksanakannya adalah dengan adanya peraturan, prosedur yang 
wajib dipatuhi untuk tertatanya dan terprogramnya manajemen 
sehingga tetap fokus pada tujuan. 
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Informasi di atas menunjukkan bahwa formulasi merupakan 
standarisasi atau aturan yang berlaku yang harus dipatuhi dalam sebuah 
organisasi yang mengatur perilaku para pegawai agar menyamakan dan 
menanamkan visi dan mJSI untuk mencapai tujuan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam 
pengelolaan PBB-P2 secara efektif di masa akan datang. 
c. Sentralisasi 
Sentralisasi memperlihatkan pengambilan keputusan puncak oleh 
manajer. Kekuasaan tertinggi terdapat pada manajemen puncak dan memiliki 
kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan penting mengenai 
persfektif organisasi. Dalam pandangan struktural kondisi ini masih dianggap 
relevan diterapkan pada organisasi-organisasi yang sangat besar, namun tidak 
menutup kemungkinan diperlukan adanya sstem desentralisasi untuk 
mengambil aspirasi dari para anggota organisasi. 
Penjelasan yang terkait dengan sentralisasi secara lebih khusus yaitu 
jenjang kepada siapa kekuasaan formal untuk membuat pilihan-pilihan secara 
leluasa dikonsentrasikan pada seorang individu, unit, atau tingkatan (biasanya 
berada tinggi pada organisasi), dengan demikian mengizinkan para pegawai 
(biasanya pada tingkat rendah dalam organisasi) untuk memberi masukan 
yang minimal ke dalam pekerjaannya. 
Sentralisasi dapat dijelaskan juga bahwa hal ini merujuk pada bentuk-
bentuk keputusan yang mengandung kebebasan bagi seseorang. Istilah 
kuncinya adalah pilihan-pilihan bebas (discretionary choice), ''jika dikatakan 
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the director possesses certain discretionary funds, artinya direktur memiliki 
dana-dana tertentu yang boleh dikeluarkan atau digunakan sesukanya. 
Kebebasan dalam memilih biasa dikonsentrasikan pada pucuk pimpinan atau 
level manajemen atas, dan untuk level manajemen bawah tidak mendapatkan 
peluang dalam memilih keputusan, kecuali pilihan-pilihan bebas ini dalam 
pelaksanaan tugas-tugasnya. 
Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Jayawijaya (wawancara tanggal 6 April 20 15), bahwa: 
Sentralisasi sebagai pengambilan keputusan dan pengendalian yang 
sederhana, namun bisa menjadi rumit karena orang-orang pada 
tingkatan yang sama mempunyai wewenang pengambilan keputusan 
yang berbeda-beda. Selain itu, tidak semua keputusan sama penting di 
dalam organisasi. Begitu pula setiap pegawai tidak boleh 
berpandangan bahwa mereka memiliki kewenangan meskipun hal itu 
termasuk uraian pekerjaannya. 
Informasi di atas menunjukkan bahwa sentralisasi struktur organisasi 
mampu meningkatkan efektivitas organisasi, termasuk kepada siapa 
kekuasaan formal untuk membuat pilihan-pilihan secara leluasa dapat 
dikonsentrasikan pada seorang individu, unit, atau tingkatan (pimpinan), 
dengan demikian mengizinkan pegawai (stajj) untuk memberi masukan yang 
minimal ke dalam pekerjaannya. 
Sistem pengambilan dilakukan dalam tahap-tahap mengumpulkan 
informasi dan data dari setiap tingkatan manajemen sehingga membantu 
manajemen puncak merumuskan strategi dan tepat sasaran dalam pengambilan 
keputusan, bisa disebut efektif. Oleh karena itu, sentralisasi dalam organisasi 
merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap manajemen organisasi 
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termasuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Jayawijaya. 
Sehubungan dengan pengorganisasian pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan Kabupaten Jayawijaya harus 
memperhatikan peran-peran pegawai sebagai tahapan yang dilakukan untuk 
pengambilan keputusan. Sentralisasi merupakan aspek yang sangat membantu 
apabila posisi manajemen puncak yang merumuskan perencanaan strategis 
untuk kinerja organisasinya dengan bantuan informasi dan pendapat dari hasil 
musyawarah dari manajemen bawah yang merupakan pegawai garis depan, di 
mana hasil tersebut disampaikan oleh manajemen menengah. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian 
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan 
Kabupaten Jayawijaya belum terlaksana secara maksimal dan efektif, terutama 
yang terkait dengan: ( 1) Kompleksitas termasuk restrukturisasi organisasi yang 
belum terwujud secara maksimal, pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai yang 
berwenang belum optimal, serta fasilitas atau sarana dan prasarana penunjang 
belum mendukung dan memadai; (2) Formalisasi peraturan dan prosedur untuk 
mengatur standarisasi perilaku dari para pegawainya belum optimal sesuai 
perundang-undangan yang berlaku; dan (3) Sentralisasi termasuk pengambilan 
keputusan puncak oleh pimpinan belum efektif dalam menunjang efektifitas 
pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Jayawijaya. Oleh karena itu, perlu upaya 
maksimal mengefektifkan pelaksanaan pengorganisasian yang mencakup 
kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi yang membutuhkan koordinasi, 
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komunikasi, dan kontrol yang baik agar pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten 
Jayawijaya dapat terlaksana secara efektif di masa akan datang. 
C. Potensi Penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten 
Jayawijaya 
Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah yang sedang tumbuh dan 
berkembang di Provinsi Papua yang terbentuk didalamnya Kabupaten Jayawijaya 
di bentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1969, tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2907). Berdasarkan pada undang-undang tersebut Kabupaten Jayawijaya terletak 
pada garis meridian antara 137° 12' sampai 141° BT, dan 3° 2 sampai 5° 12 LS 
yang memiliki daratan seluas 52.916 Km2 merupakan satu-satunya Kabupaten di 
Provinsi Irian Barat yang wilayahnya tidak bersentuhan dengan bibir pantai, 
dengan batasan administrasi sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan 
Kabupaten Memberamo Tengah dan Kabupaten Yalimo; Sebelah Selatan 
berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo; Sebelah Timur berbatasan dengan 
Kabupaten Pegunungan Bintang; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 
Lanni Jaya. Luas wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah ± 2.460,85 Km 2 
Potensi penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten 
Jayawijaya dapat ditinjau dari beberapa aspek: menambah cakupan, kualitas 
pegawai yang memadai, tersedianya anggaran yang cukup, jumlah penduduk yang 
besar, sistem komputerisasi, dan adanya budaya gotong royong yang masih 
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dominan. Adapun beberapa aspek potensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten 
Jayawijaya, akan diuraikan berikut ini. 
1. Menambah cakupan 
a. Menambah subyek!obyek pajak yaitu: 
(I) Sektor Perdesaan 
Jumlah wajib pajak yang sudah terdata pada tahun 2013 adalah 
643.589 wajib pajak yang terdiri atas: wajib pajak perdesaan 586.027 dan 
perkotaan 57.482. Jika didata kembali maka akan bertambah lagi obyek 
pajak diasumsikan sebanyak 0,5% dari 643.589 yaitu 3.217 subyek!obyek 
terdiri dari perdesaan 2.831, subyek!obyek dan perkotaan 386 
subyek!obyek. Penambahan dimaksud disebabkan pendataan yang 
dilakukan pad a tahun 2013 baru terbatas pada bum i yang ada bangunannya 
saja sehingga satu wajib pajak baru memiliki satu obyek pajak, sedangkan 
yang tidak ada bangunan seperti untuk tambak dan tegalan (kolam-kolam 
rakyat/kolam-kolam bedengan, kolam-kolam pemancingan) yang tersebar 
di hampir sebagian distrik-distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya 
belum didata secara lengkap. Penambahan sebanyak 2.831 obyek yang 
berupa tambak dan tegalan (kolam-kolam rakyat/kolam-kolam bedengan, 
kolam-kolam pemancingan) mempunyai luas rata-rata 1 ha (I 0.000 m2) 
dan berada pada klasifikasi bumi kelas 42 dengan ketentuan NJOP bumi 
Rp 1. 700/m2, sehingga perhitungan PBB terhutang per-obyek pajak adalah: 
NJOP Bumi 
NJOP Bangunan 
: 10.000 m2 x Rp 1. 700 = Rp 17.000.000 
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NJOPTKP 
NJOP untuk perhitungan PBB 
PBB terhutang perobyek pajak ada1ah : 
0,5% X 20% X Rp5.000.000,-
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= Rp 17.000.000 
= Rp 12.000.000 
= Rp 5.000.000 
= Rp 5.000 
Dengan demikian, jumlah PBB tambahan yang akan diterima: 
2.831 X Rp5.000,- = Rp 14.155.000 
(2) Sektor Perkotaan. 
Dari 57.562 wajib pajak keadaan tahun 2000 setelah dilakukan 
pendataan oleh KP-PBB ada penambahan wajib pajak baru sebanyak 386 
subyek/obyek pajak. Ke 386 subyek/obyek pajak dimaksud mempunyai 
luas bumi dan bangunan sama dengan perhitungan pada penjelasan tabel 
3.4 dan 3.5 sehingga penerimaan tambahan dari wajib pajak baru pada 
sektor perkotaan ini adalah: 
386 X Rp6.450 Rp 2.489.700 
Penerimaan total pada cakupan 2.a ini adalah: 
Rp 14.155.000 + Rp2.489.700,- = Rp 16.644.700 
b. Mengurangi tunggakan. Rendahnya pertumbuhan penenmaan PBB di Kota 
Wamena yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Jayawijaya salah satunya 
adalah turut disebabkan oleh masih tingginya tunggakan wajib BPP dalam 
memenuhi tanggung jawabnya kepada daerah. Sebagai salah satu potensi yang 
dimiliki oleh DPPKA Kabupaten Jayawijaya dalam meningkatkan penerimaan 
PBB adalah dengan mengurangi tunggakan. 
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Untuk tahun 2013, DPPKA Kabupaten Jayawijaya telah mampu mengurangi 
tunggakan khusus untuk sektor perkotaan sebesar 50% dari tunggakan senilai 
Rp I. 725.241.015 sehingga diharapkan dari tunggakan ini dapat ditagih 
sebesar: 50% dari Rp I. 725.241 . 0 15 = Rp862.620.507. 
Ketika hal ini dikonfirmasikan dengan Bidang Penagihan tepatnya 
dengan Kepala Bidang Pendapatan Erickson Manuputty, dikatakan bahwa: 
" ......... untuk masalah pengurangan tunggakan pembayaran PBB 
oleh wajib pajak!wajib PBB sejauh ini kami telah berusaha agar 
semua tagihan atau pungutan baik dari badan atau perorangan dapat 
berjalan lancar karena jika kami mampu mengurangi jumlah 
penunggakan dari wajib pajak maka target kami dari lima puluh 
persen (50%) ke tujuh puluh lima (75%) hingga delapan puluh persen 
(80%) akan mendatangkan jumlah penerimaan yang hampir mencapai 
satu milyar (I M) ... ..... "(hasil wawancara, April2015). 
Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang 
Pendapatan DPPKA Kabupaten Jayawijaya berkaitan dengan pengurangan 
tunggakan sebagai salah satu potensi penerimaan PBB di Kota Wamena maka 
dapat dilihat bahwa masih terdapat sejumlah tunggakan yang dilakukan oleh 
masyarakat Kota Wamena terutama yang merupakan wajib PBB sehingga hal 
ini mengurangi tingkat pendapatan atau penerimaan pemerintah dalam sektor 
PBB baik perseorangan maupun badan seperti yang penulis dapati ketika 
melakukan wawancara dengan salah seorang pegawai pemungut PBB, dimana 
dikatakan oleh Tadius Hiluka bahwa: 
" .......... Jadi begini bapa setiap hari kami selalu mengunjungi wajib 
pajak untuk tarik pajak termasuk tarzk PBB tapi ada CV, toko-toko 
atau wajib pajak yang tidak bayar jadi mereka tunda untuk sampe 
berapa bulan begitu ... ... "(Hasil wawancara, Maret 2015) 
Ketika hal ini peneliti coba konfirmasikan dengan salah satu wajib 
pajak!wajib PBB yang merupakan suatu badan usaha berkaitan dengan 
masalah penunggakan pembayaran PBB dikatakan bahwa: 
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" ......... . sejauh ini untuk kami dalam hal pembayaran PBB tidak ada 
masalah, kalaupun ada tunggakan secepatnya kami selesaikan dengan 
petugas atau langsung ke kantor sehingga hal ini tidak membebani 
kami dalam membayar kewajiban kami biasanya penunggakan terjadi 
karena masalah teknis seperti saat petugas datang menagih kami lagi 
keluar atau pas bersamaan lagi sibuk-sibuknya pekerjaan ... ..... " 
(Hasil wawancara, Maret 20 15) 
Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ini maka dapat diketahui 
bahwa masalah penunggakan yang terjadi dalam hal penarikan atau 
pemungutan PBB oleh juru pungut atau petugas lapangan terutama untuk 
badan-badan usaha biasanya diselesaikan langsung oleh pemilik badan atau 
usaha di loket pembayaran pajak!PBB di Kantor DPPKA Kabupaten 
Jayawijaya, sedangkan bagi badan usaha atau perorangan yang masih 
menunda pembayaran biaya oleh petugas atau oleh pegawai secara langsung 
turun ke lapangan untuk melakukan penarikan hingga memberikan surat 
teguran agar si wajib PBB sesegera mungkin menyelesaikan kewajibannya 
mengingat salah satu potensi yang dimiliki oleh DPPKA dalam sektor PBB 
adalah mengurangi penunggakan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. 
c. Intlasi. Laju intlasi sebesar 6.21% per tahun (data dari BPS Kota Wamena) 
mengakibatkan kenaikan pada klasifikasi bumi dan bangunan yang secara 
otomatis menaikkan NJOP tersebut, Penerimaan PBB sektor perdesaan dan 
perkotaan akan naik menjadi: 
I) Estimasi dasar 
Perdesaan 6,21% dari Rp5.538.865.217 Rp 343.963.353 
Perkotaan 6,21% dari Rp755.258.893 Rp 46.901.577 
2) Cakupan 2.a. 
Perdesaan 6,21% dari Rp 14.15 5.000 Rp 879.025 
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Perkotaan 621% dari Rp2.489. 700 = Rp 154.610 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan kontribusi PBB sektor 
perdesaan dan perkotaan terhadap APBD dihitung dengan membandingkan 
total penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan, diperoleh bahwa 
pengaruh penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan selama periode 
pengamatan dengan tingkat rata-rata hanya mencapai 3,02% pertahun. Hal ini 
menunjukkan bahwa penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan masih 
sangat kecil pengaruhnya terhadap total penerimaan daerah (APBD) 
Kabupaten Jayawijaya. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa potensi tersebut cenderung 
terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana realisasi dibanding target pada 
periode 5 tahun rata-rata sebesar 90,60%, perbandingan rata-rata realisasi 
dengan rata-rata potensi sebesar 78,68%, potensi pada periode pengamatan 
tahun 2013 lebih meningkat sebesar 14% dari potensi yang ditetapkan 
DPPKA Kabupaten Jayawijaya, ini menunjukkan bahwa data potensi PBB 
dari DPPKA Kabupaten Jayawijaya masih belum akurat. Selanjutnya tarif 
PBB sebesar 0,5%, secara riil 0, I%, ini disebabkan karena Nilai Jual Kena 
Pajak yang dikenakan sebesar 20% dari Nilai Jual Obyek Pajak. Kecilnya tarif 
dan bel urn dikenakannya I 00% Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pajak 
mengakibatkan peran PBB dalam penerimaan daerah masih kecil. 
2. Kualitas pegawai yang cukup memadai 
Ketergantungan organisasi akan sumber daya manusm yang berkualitas 
semakin mengemuka karena sumber daya manusia merupakan tenaga 
operasioanal utama yang menentukan apakah organisasi tersebut dapat berjalan 
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dan berkembang dengan baik. Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya telah menyadari hal tersebut 
dan telah melakukan pengembangan pegawai dengan cukup baik. 
Ketika hal ini ditanyakan kepada Kepala Dinas DPPKA Kabupaten 
Jayawijaya Samuel Patasik, SPi, dikatakan bahwa: 
" ........ sebenarnyajika dilihat dengan baik DPPKA ini sangat kekurangan 
pegawai darijumlah yang dibutuhkan. Saat inijumlah pegawai yang ada 
sebanyak 82 orang ini juga setelah mengalami merjer, dari segi kualitas 
pegawai jika dilihat memang sudah cukup memadai terutama petugas 
lapangan ... .... "(Hasil wawancara, Maret 2015) 
Ketika masalah kualitas pegawai ini ditanyakan kepada salah seorang 
kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKA Kabupaten Jayawijaya 
dikatakan bahwa: 
" ......... untuk Kabupaten Jayawijaya yang jumlah wajib pajak at au wajib 
PEE cukup banyak ini sampai ribuan orang, kualitas SDM yang dimiliki 
ya boleh dikatakan cukuplah terutama yang menangani pekerjaan-
pekerjaan yang substantive yang berhubungan dengan masyarakat di 
lapangan, berhubungan dengan dinas-dinas lain yang juga ada tarik PEE 
seperti PU, Pariwisata, Di.sperindag, Perikanan, Peternakan ini 
membutuhkan pegawai yang mempunyai kemampuan dan pemahaman 
tentang pajak, P BE dan segala hal yang berkaitan dengan masalah 
pertanggungjawabannya secara jeli dan hati-hati, paham dengan aturan 
jadi menurut pendapat kami sebenarnya kualitas SDM yang dimi/iki o/eh 
DPPKA Jayawijaya masih harus di dorong lagi untuk lebih tapi sejauh ini 
dapat dikatakan kualitas SDM yang dimiliki sudah cukup memadai ... ..... " 
(Hasil wawancara, Maret 20 15) 
Selain itu menurut Kepala Seksi Penagihan Pajak dan Bagi Hasil, ketika 
penulis melakukan wawancara dan menanyakan tentang kualitas SDM yang 
dimiliki oleh DPPKA Kabupaten Jayawijaya dikatakan bahwa: 
" ...... .. .jadi setelah terjadi penggabungan dinas ini DP P KA mz 
kekurangan staf sehingga ada 18 seksi yang hilang karena terbatasnya 
ruangan, tapi kalau dari segi kua/itas boleh dapat kita katakana sudah 
cukup memadai tinggal bagaimana pemerintah dorong untuk pendidikan 
dan pelatihan-pelatihan lagi karena untuk penguasaan medan sampai 
usaha-usaha untuk menghadapi konsumen, wajib pajak yang keras kepala 
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semua sudah ada jadi masalah kemampuan tidak diragukan ....... " (Hasil 
wawancara, April2015) 
Dari hasil wawancara yang dilakukan ini dapat dilihat bahwa Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya 
telah memiliki kualitas SDM yang cukup memadai kendati jika kita melihat lebih 
jauh komposisi pegawai status kepegawaian maka sebenamya jumlah pegawai 
honorer lebih banyak sedangkan dari status pendidikan maka dapat dilihat bahwa 
rata-rata tingkat pendidikan pegawai hingga saat ini belum ada yang sampai ke 
jenjang Strata Dua atau Magister. 
Dari data di kepegawaian diatas terlihat bahwa kualitas pegawai Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya 
sudah cukup baik, dan hal tersebut merupakan kekuatan organisasi dalam rangka 
meningkatkan PBB. 
3. Tersedianya anggaran yang cukup 
Dengan tersedianya anggaran yang mencukupi akan memungkinkan 
organisasi untuk mengembangkan dirinya, termasuk di dalamnya pemberian 
insentif kepada para pegawai yang akan meningkatkan motivasi kerja pegawai. 
Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan, bahwa: 
" ...... . dalam kaitannya dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya, dana operasional 
yang tersedia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan 
dalam lingkungan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) merupakan 
instansi yang dianggap "basah" dalam arti tingginya tingkat 
kesejahteraan pegawai dihubungkan dengan insentif yang 
diberikan ... .... "(Hasi I wawancara, Maret 20 15) 
Wawancara dengan salah satu staf pegawai yang setiap hari kerja 
dilapangan menghadapi wajib pajak menyatakan: 
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"Ooo 000 ookalau kami petugas di lapangan kami lihat pendapatan dari pajak 
yang ditarik sudah sangat banyak bahkan mungkin meningkat terusoo .. o" 
"000 000 OOPBB yang saya tarik setiap hari dari lapangan itu banyak sekali 
tetapi tidak tau kalau berapa jumlahnya kalau setiap petugas setoran baru 
hitung karna de pu orang berbeda lagi kami hanya tau tagih setor dan kasih 
laporan lapangan tapi banyakooo 000" 
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para informan yang 
ada ini maka dapat dilihat bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya memiliki anggaran yang cukup terutama 
yang berasal dari hasil penarikan pajak masyarakat sehingga dari tahun-ke tahun 
dalam lima tahun terakhir anggaran ini terjadi peningkatan sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayawijaya sehingga hal ini juga berpengaruh 
terhadap dana operasional yang juga meningkat. 
Secara lebih jelas dana operasional Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya selama tahun 2009 sampai 
dengan 2013, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel4o7 
Dana Operasional Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2009-2013 
Tahun Dana Operasional Kenaikan (%) 
2009 Rpo 212o000o000,00 -
2010 Rpo 247o000o000,00 16,51 
20 II Rpo 283o000o000,00 14,57 
2012 Rpo 29500000000,00 4,24 
2013 Rpo 35100000000,00 18,98 
00 Sumber: Sekretanat DPPKA Kabupaten Jayaw!Jaya, 2014 
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Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa dana operasional Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya selalu 
meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata kenaikan sebesar 13,57% per 
tahun. Pada tahun 2009 meningkat 16,51% dari Rp. 212.000.000,00 pada tahun 
2008 menjadi Rp. 24 7.000.000,00. Meningkat lagi pada tahun 20 I 0 sebesar 
14,57% menjadi Rp. 283.000.000,00, naik lagi 4,24% pada tahun 2012 menjadi 
Rp. 295.000.000,00 dan menjadi Rp. 351.000.000,00 pada tahun 2013 atau naik 
sebesar 18,98%. 
Untuk insentif, setiap pegawai golongan IV menerima Rp. 9.000.000,00/3 
bulan, pegawai golongan Ill Rp. 6.000.000,00/3 bulan, pegawai golongan II Rp. 
2.800,00/3 bulan. Adanya anggaran yang memadai termasuk insentif yang dapat 
meningkatkan motivasi kerja pegawai merupakan salah satu faktor yang 
merupakan kekuatan organisasi termasuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya. 
4. Jumlah penduduk yang besar 
Sampai dengan tahun 20 I 0 jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya telah 
mencapai 670.398 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 4,65% per tahun. 
Dengan jumlah penduduk yang besar dapat menjadi peluang bagi Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya 
untuk meningkatkan pajak dan PBB daerah jika dihubungkan dengan komposisi 
penduduk dimana sebagian besar adalah pegawai negeri sipil (59,32%) dan 
memiliki angka ketergantungan sedang yaitu sebesar 33, yang mengindikasikan 
bahwa penduduk memiliki kemampuan untuk membayar (ability to pay) pajak 
dan PBB daerah. 
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5. Kemajuan ilmu dan teknologi 
Semakin majunya ilmu dan teknologi merupakan peluang bagi Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya 
untuk meningkatkan pajak dan PBB daerah. Salah satu bentuk realisasinya adalah 
dengan penggunaan sistem komputerisasi yang akan meningkatkan efisiensi 
organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
6. Budaya gotong royong dan peranan informal leader yang masih dominan 
Budaya gotong royong dan peranan informal leader yang masih kental di 
masyarakat dapat menjadi suatu peluang bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya dalam meningkatkan pajak 
dan PBB daerah. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan penyuluhan baik 
secara langsung maupun tidak langsung tentang pajak dan PBB daerah yang 
melibatkan informal leader. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan 
PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jayawijaya, antara lain: ( 1) 
Menambah cakupan, meliputi: menambah subyek/obyek pajak perdesaan dan 
perkotaan; mengurangi tunggakan, dan laju inflasi sebesar 6.21% per tahun; (2) 
Kua1itas pegawai yang memadai dan dianggap sudah cukup memadai; (3) 
Tersedianya anggaran yang cukup yang disertai peningkatan PAD; (4) Jumlah 
penduduk yang besar dengan pertumbuhan rata-rata 4,65% per tahun, (5) 
Kemajuan ilmu dan teknologi termasuk sistem komputerisasi; dan (6) Adanya 
dukungan budaya gotong royong yang masih dominan di Kabupaten Jayawijaya. 
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Keempat potensi penerimaan PBB-P2 masih perlu diberdayakan secara maksimal 
guna mendukung peningkatan PAD Kabupaten Jayawijaya di masa akan datang. 
D. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor 
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jayawijaya 
Upaya-upaya perlu dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya dalam rangka meningkatkan 
PBB sektor perdesaan dan perkotaan yang termasuk sebagai pajak daerah adalah: 
1. Menerapkan sistem penarikan PBB melalui sistem door to door 
Berbagai upaya dan cara harus dilakukan oleh DPPKA Kabupaten 
Jayawijaya untuk melakukan penarikan pajak dan PBB di tengah-tengah 
masyarakat WP termasuk menagih langsung dari rumah ke rumah atau dikenal 
dengan sistem door to door. 
Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai WP, tidak semua 
masyarakat memiliki kesadaran untuk datang langsung menyetor pajaknya 
atau PBB yang diempankan atau kesibukan yang dimiliki sehingga petugas 
DPPKA menggunakan sistem ini sebagai solusi dan dinilai sejauh ini cukup 
efektif terutama dalam menghadapi WP yang "sedikit ban del'' dalam hal pajak 
atau PBB. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Penagihan pada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 
Jayawijaya, (wawancara tanggal I 0 April 20 15) menyatakan bahwa: 
"Selama 3 tahun terakhir , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jaymvijaya telah melakukan sistem 
penarikan pajak door to door, yaitu dengan melakukan penagihan 
dengan mendatangi wajib pajak secara langsung. Dengan 
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diberlakukannya sistem ini telah meningkatkan realisasi pajak daerah 
secara cukup signifikan ......... ". 
Ketika ditanyakan kepada salah satu wajib pajak yang tidak biasa 
dating ke kantor atau DPPKA untuk menyetor sendiri pajaknya, dikatakan 
bahwa: 
" ...... . kami ini bukannya tidak mau tapi kalau kami pergi siapa yang 
mau jaga toko sedangkan toko ini sudah sumber pendapatan kami 
selain itu juga kami tidak ke kantor karena biasanya sudah ada 
petugas yang dating dan kami tau pasti setiap tanggal berapa kami 
akan membayar pajak itu ... ... " 
Hal serupajuga dikatakan orang seorang pemilik rumah makan dijalan 
Irian Wamena yang menyatakan dengan gaya bahasa minangnya dengan 
singkat bahwa, " ...... . sudah ada petugas yang biasa kami setoran jadi kami 
jaga rumah makan saja dan tidak perlu ke kantor lagi ... .... " 
Sistem door to door yang diterapkan oleh petugas lapangan DPPKA 
Kabupaten Jayawijaya dalam melakukan penarikan pajak dan PBB di 
lapangan, dari hasil pengamatan penulis dan hasil wawancara yang dilakukan 
jika dilihat telah sangat membantu masyarakat dan juga hal ini menjadi salah 
satu cara yang ampuh bagi petugas dan DPPKA untuk mendapatkan 
pemasukan sesuai tanggal ketetapan pembayaran. Pemyataan-pemyataan 
terse but juga didukung dengan data yang berupa angka penerimaan pajak dan 
PBB daerah yang mengalami kenaikan secara cukup berarti. 
Adapun realisasi pajak dan PBB daerah Kabupaten Jayawijaya selama 
tahun 2009 sampai dengan 2013, dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Dari gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir, 
realisasi pajak dan PBB daerah telah mengalami kenaikan yang cukup 
signifikan, sedangkan untuk tahun anggaran 20 I 0 dapat dimaklumi akibat dari 
bergesmya tahun anggaran. Hanya masih terdapat beberapa kendala dalam 
menerapkan sistem ini, yaitu terbatasnya jumlah pegawai pemungut dan 
sarana transportasi untuk melakukan pemungutan. Namun dengan 
dilakukannya sistem ini merupakan salah satu faktor kekuatan Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya 
dalam rangka meningkatkan pajak termasuk melalui PBB. 
2. Memperluas tax-base pajak 
Dengan adanya faktor peluang yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya berupa 
jumlah penduduk yang besar dan potensi kegiatan ekonomi yang baik yang 
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didukung oleh faktor kekuatan yang secara internal dimiliki oleh Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya 
berupa kualitas pegawai yang cukup memadai dan produktivitas organisasi 
yang telah cukup baik, sangat memungkinkan untuk melaksanakan strategi 
perluasan ta"<-base pajak. Isu ini sangat strategis untuk dikembangkan oleh 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 
Jayawijaya karena banyak sektor pajak dan PBB yang sebenamya sangat 
potensial yang belum digali oleh DPPKA maupun pendataan kembali subjek 
dan objek PBB yang baru. 
Di samping itu untuk memperluas tax-base PBB juga dapat dilakukan 
dengan melakukan pendataan kembali subjek dan objek pajak baru, khususnya 
untuk pajak hotel dan restoran. Misalnya saja untuk kolam-kolam 
pemancingan atau obyek PBB yang sudah lewat batas izinnya Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya 
harus bertindak tegas dengan melakukan pembongkaran. 
3. Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan dan pemungutan 
PBB 
Kerjasama dengan pihak swasta, dengan cara memberikan sebagian 
atau seluruhnya tugas pengelolaan maupun pemungutan pajak atau PBB dapat 
menjadi peluang dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Sejauh ini 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 
Jayawijaya belum melakukan kerjasama dengan pihak swasta baik dalam 
pengelolaan maupun pemungutan PBB. 
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Sebagai contoh adalah pengelolaan PBB yang dilakukan oleh 
konsultan PBB sebagai Tenaga Penilai seperti Pemerintah Surabaya atau DKI 
Jakarta yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak swasta, ternyata 
berhasil meningkatkan penerimaan daerah dari sektor PBB serta 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi karena hal tersebut berarti mengurangi 
beban tugas pemerintah daerah. 
4. Merinci misi dan mandat organisasi secara jelas 
Misi menjelaskan tujuan organisasi atau mengapa organisasi harus 
melakukan apa yang dilakukannya, sedangkan mandat mendefinisikan apa 
yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan oleh autoritas ekstemal. 
Sehubungan dengan hal tersebut, dan misi dan mandat Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya dapat 
dilihat pada Pasal 3 dan Pasal 4 Perda Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 
2011. Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 
Kabupaten Jayawijaya adalah tugas organisasi tersebut seperti yang tercantum 
pada Pasal 3 Peraturan Daerah Nom or 9 Tahun 20 II Kabupaten Jayawijaya. 
Mandat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 
Kabupaten Jayawijaya yaitu melaksanakan tugas sebagian urusan rumah 
tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang 
diserahkan oleh kepala daerah. Sedangkan misi organisasi adalah: 
a. Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan 
pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan 
oleh Kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan PBB daerah 
serta pendapatan lain-lain daerah. 
c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Dirjen pajak!Direktorat PBB 
dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan 
Objek Pajak (SPOP) wajib pajak. 
d. Melakukan penetapan besamya pajak daerah dan PBB daerah. 
e. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
(SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKT), Surat Tagihan Pajak (STP), dan 
sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak, kepada wajib pajak serta membantu menyampaikan Daftar 
Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat 
Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah 
pengawasan. 
f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran 
pajak daerah , PBB daerah serta pendapatan lain-lain daerah. 
g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak 
daerah, PBB daerah serta pendapatan asli daerah lainnya, serta penagihan 
PBB yang dilimpahkan menteri keuangan kepada daerah. 
h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang 
pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, PBB daerah dan 
pendapatan asli daerah. 
i. Melakukan penyuluhan melalui pajak daerah, PBB daerah dan pendapatan 
daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan. 
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J. Melakukan urusan tata usaha. 
Jika melihat mandat dan misi di atas, terlihat bahwa misi dan mandat 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 
Jayawijaya masih terlalu umum dan belum dapat dijadikan pedoman serta 
landasan bagi suatu organisasi untuk melaksanakan tugasnya. Hal tersebut 
dapat dinilai sebagai salah satu faktor kelemahan organisasi, termasuk sikap 
mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman terhadap tupoksi yang masih 
rendah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya diperoleh 
informasi: 
" ... .... sikap mental, disiplin, motivasi kerja dan pemahaman pegawai 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 
Kabupaten Jayawijaya terhadap tupoksi masih rendah ..... ". 
Hal ini terlihat dari para pegawai yang memiliki sikap seperti "buruh", 
dalam arti bekerja harus menunggu perintah dulu dari atasan, dan merasa 
bebas bertindak sekehendaknya apabila atasannya tidak berada di tempat dan 
bila ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu selalu berharap ada imbalan 
berupa uang setelahnya. Selain itu jam kerja para pegawai terkenal dengan 
istilah 802, datang pukul 8 untuk ape! pagi, setelahnya menghilang dari kantor 
kemudian datang kembali pukul 2 siang untuk melaksanakan ape! siang". 
Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak, disebutkan: 
" ... ... seringkali kami enggan untuk mengurus pajak termasuk PBB 
yang berkaitan dengan perijinan karena pelayanan dari para 
pegawainya yang kurang ramah dan birokrasi yang terlalu berbelit-
belit ... .... ". 
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Situasi dan kondisi semacam itu, jika terus berlanjut akan merupakan 
kelemahan organisasi yang sangat fatal dan dapat mengancam kelangsungan 
organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 
Kabupaten Jayawijaya sehingga harus ada upaya perbaikan dan pembenahan 
yang serius dari pimpinan dan kepala daerah mengingat penarikan dan 
pengelolaan PBB telah menjadi kewenangan bagi daerah untuk dikelola. 
5. Pembenahan dan peningkatan sarana dan prasarana kerja 
Sampai dengan Desember 20 I3, sarana dan prasarana yang dianggap 
belum mencukupi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
(DPPKA) Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan tugasnya adalah 
sebagai berikut : 
a. Dari keseluruhan ± 5I3 m2 luas ruangan kantor, ruang kerja hanya ± 350 
m2 belum memadai dibandingkan dengan jumlah pegawai yang berjumlah 
82 orang. Jika dirata-ratakan setiap satu orang pegawai hanya memiliki 
ruang gerak sebesar ± I ,5 m2• 
b. Sarana komputer yang dimiliki hanya berjumlah 3 buah dan printer 3 buah 
dengan perincian hanya 2 yang dapat digunakan sedangkan I buah dalam 
keadaan rusak. Jika dibandingkan dengan beban tugas Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) tentu saja hal tersebut 
sangatlah belum memadai. Bahkan idealnya Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) memiliki sistem komputerisasi 
yang on-line dengan dinas/instansi yang terkait dengan pendapatan daerah. 
c. Sarana transportasi/kendaraan dinas yang masih sangat kurang, terutama 
untuk menunjang pelaksanaan pendataan, penagihan dan pengawasan 
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objek pajak dan PBB daerah. Sampai saat ini Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya hanya 
memiliki 3 buah motor dinas dan 2 buah mobil dinas. 
Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu dari 
faktor kelemahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
(DPPKA) Kota Bnadar Jayawijaya dalam meningkatkan pajak dan PBB. 
" ...... . sarana dan prasarana merupakan unsur penuJ?fang yang sangat 
berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 
Jayawijaya tentu saja Ielah memiliki sarana dan prasarana dalam 
rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun jika 
dilihat dari beban tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset (DPPKA) selaku koordinator pendapatan daerah, sarana dan 
prasarana yang tersedia masih belum mencukupi ... .... " (wawancara 
dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
(DPPKA) Kabupaten Jayawijaya). 
Hal senada disampaikan oleh Kepala DPPKA Kabupaten Jayawijaya, 
juga dikatakan oleh beberapa petugas lapangan. 
" ...... .. terus terang sarana untuk kami dilapangan sangat sangat 
kurang bahkan terkadang kami haru.s naik ojek atau becak untukjalan 
tagih-tagih karena tidak ada kendaraan operasional. Motor terbatas 
mobil operasional cuma satu baru petugas lapangan banyak ... .... " 
Lebih lanjut dikemukakan pula bahwa, " ......... .tidak ada kami biasa 
)alan atau pake sepeda )alan tagis-tagih ... Dinas tidak kasih kendaraan 
karen a tidak ada to ..... " 
Ketika hal ini disinkonkan dengan ada inventaris yang ada maka 
fasilitas kendaraan operasional untuk melakukan tugas penarikan dilapangan 
memang sangat minim sekali. Kondisi sarana dan prasarana DPPKA 
Kabupaten Jayawijaya dengan tugas penarikan pajak dilapangan dengan 
realisasi target anggaran yang telah melampaui sangat berbanding terbalik 
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karena seharusnya dengan tingkat pendapatan PAD melalui pajak yang besar, 
sarana dan prasarana DPPKA Kabupaten Jayawijaya terpenuhi sehingga 
memudahkan petugas lapangan dan para pegawai DPPKA di kantor dapat 
melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. 
Berdasarkan uraian di atas yang terkait dengan potensi-potensi PBB sektor 
perdesaan dan perkotaan di Wamena oleh DPPKA Kabupaten Jayawijaya, ada 
beberapa upaya yang dinilai relevan dan harus dilakukan oleh DPPKA Kabupaten 
Jayawijaya agar hal ini mampu meningkatkan pertumbuhan PBB dan menjadi 
salah satu sumber penerimaan bagi kas daerah yaitu: 
I. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan maupun 
pemungutan PBB 
Banyaknya tersedianya organisasi swasta yang dapat diajak melakukan 
kerjasama dengan pemerintah dengan tetap memperhatikan kelangsungan 
hajat hidup orang banyak dan produktivitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya yang telah cukup baik 
akan sangat mendukung jika dilakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam 
melakukan pemungutan maupun pengelolaan pajak dan PBB daerah untuk 
meningkatkan efektifitas dan efisinsi organisasi. 
Banyak daerah yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan 
kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan pemungutan maupun 
pengelolaan pajak dan PBB daerah. Salah satu daerah yang sukses adalah DKI 
Jakarta. DKI Jakarta telah berhasil melakukan kerjasama dengan pihak swasta 
dalam melakukan pengelolaan jasa perparkiran. Kerjasama tersebut dinilai 
berhasil karena beban pemerintah daerah menjadi lebih ringan, pendapatan 
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dari sektor tersebut meningkat, dan masyarakat lebih puas karena kualitas 
pelayanan yang jauh lebih baik. 
Untuk itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
(DPPKA) Kabupaten Jayawijaya dapat melakukan studi banding dengan dinas 
pendapatan di salah satu kota di DKI Jakarta mengenai kerjasama dengan 
pihak swasta dalam memungut dan mengelola pendapatan daerah. 
2. Melakukan re-identifikasi misi dan mandat organisasi 
Potensi kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat besar akan 
merupakan suatu peluang untuk meningkatan pajak dan PBB daerah jika 
didukung oleh jelasnya misi dan mandat organisasi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya sebagai 
koordinator pemungut dan pengelola keuangan daerah secara umum. 
Misi dan mandat merupakan hal pokok dalam suatu organisasi untuk 
mencapai keberhasilan. Mandat dipaksakan dari luar dan boleh jadi dipandang 
sebagai keharusan sehingga organisasi diharapkan melaksanakannya. 
Sedangkan misi lebih banyak dikembangkan dari dalam dan mengidentifikasi 
tujuan yang hendak dikejar oleh organisasi. 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 
Kabupaten Jayawijaya sebagai suatu organisasi telah memiliki misi dan 
mandat yang tercantum dalam Perda Kabupaten Jayawijaya tentang Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 
Jayawijaya. Namun untuk suatu organisasi modem, misi dan mandat tersebut 
hendaknya harus lebih diperjelas dan terperinci. Pernyataan misi merupakan 
suatu deklarasi tentang tujuan organisasi dan harus dapat memberikan 
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inspirasi. Misi itu harus dirujuk dalam pembukaan tindakan organisasi yang 
resmi, harus ditempelkan di dinding kantor, dan secara umum harus hadir 
secara fisik. Sedangkan mandat merupakan kompilasi mandat formal dan non 
formal yang dihadapi oleh oerganisasi dan interpretasi terhadap apa yang 
diperlukan sebagai akibat dari mandat tersebut. 
Untuk memperjelas misi dan mandat Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya dapat dilakukan dengan 
mengembangkan metode Bryson untuk memperjelas misi dan mandat 
organisasi serta 6 pertanyaan tentang visi keberhasilan. 
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang upaya peningkatan 
pajak dan PBB daerah 
Kemajuan ilmu dan teknologi yang dapat membuat pekerjaan menjadi 
lebih cepat, efektif dan efisien seperti sistem komputerisasi, hendaknya juga 
dimanfaatkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
(DPPKA) Kabupaten Jayawijaya terutama dalam hal pengadaan sarana dan 
prasarana yang dapat menunjang peningkatan pajak dan PBB daerah. 
Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat 
menunjang suatu organisasi dalam melakukan tugasnya. Untuk meningkatkan 
pajak dan PBB daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
(DPPKA) Kabupaten Jayawijaya membutuhkan banyak sarana dan prasarana 
seperti sarana komputerisasi, ruang kantor yang mendukung, sarana 
transportasi, pos pelayanan PBB terminal yang memadai, maupun upaya 
pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada akan sangat membantu 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 
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Jayawijaya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan 
pajak dan PBB daerah. Upaya pengadaan sarana dan prasarana tersebut tentu 
saja membutuhkan pembiayaan. Biaya tersebut dapat diperoleh dari APBD, 
dana operasional DPPKA maupun swadaya masyarakat. 
4. Melakukan pembinaan sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman 
para pegawai terhadap tupoksi 
Salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya yang sangat 
penting adalah masih rendahnya sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan 
pemahaman para pegawai terhadap tupoksi. Kelemahan ini dapat diantisipasi 
dengan memanfaatkan peranan informal leader yang masih sangat dominan 
berupa kontrol sosial dan pembinaan secara non formal. 
Pembinaan sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman para 
pegawai terhadap tupoksi merupakan faktor yang sangat penting yang 
menentukan kinerja suatu organisasi. Sikap mental para pegawai yang 
merupakan warisan dari zaman kolonial adalah sikap mental yang seperti 
buruh, yang selalu mengharap imbalan berupa uang setelah melakukan suatu 
pekerjaan, tidak memiliki inisiatif karena selalu menunggu perintah dari 
atasan, dan bekerjajika diawasi oleh atasan. 
Memang sulit untuk memperbaiki sikap mental yang telah berakar 
sejak dahulu kala. Namun upaya tetap harus dilakukan meskipun hal ini 
membutuhkan proses yang tidak sebentar. Upaya pembinaan ini akan lebih 
terpusat kepada pimpinan karena budaya masyarakat yang masih bersifat merit 
system. Untuk itu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
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(DPPKA) Kabupaten Jayawijaya harus lebih pro aktif dalam melakukan 
pendekatan kepada para pegawainya dengan memberikan penjelasan secara 
terus menerus, baik secara formal seperti dalam forum rapat ataupun 
apel/upacara maupun secara non formal dengan menyelipkan pesan-pesan 
ketika berbincang-bincang dengan para pegawainya. 
Selain itu juga perlu ditingkatkan upaya pengawasan, baik pengawasan 
yang dilakukan oleh atasan secara langsung maupun pengawasan oleh 
masyarakat secara non formal. 
5. Mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan baik secara formal maupun 
informal 
Kesadaran penduduk dan kemampuan membayar pajak dan PBB 
daerah yang masih rendah merupakan ancaman yang dihadapi oleh Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya 
dalam meningkatkan pajak dan PBB daerah. Namun hal tersebut dapat 
diantisipasi dengan melakukan penyuluhan yang lebih intensif baik secara 
formal maupun informal karena didukung oleh kualitas pegawai yang cukup 
memadai serta tersedianya anggaran yang cukup. 
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan PBB daerah 
merupakan salah satu faktor penentu bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya untuk meningkatkan 
pajak dan PBB daerah. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan 
PBB daerah harus selalu ditingkatkan. Karena jika kesadaran wajib pajak 
untuk mengembalikan SPT masih rendah, maka akan menghambat proses 
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pemberian NPWPD, penetapannya maupun kaitannya dengan pembayaran 
pajak daerah. 
Kesadaran tersebut dapat ditingkatkan melalui penyuluhan. 
Penyuluhan ini dapat dilakukan secara langsung oleh Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya dengan 
mengundang masyarakat ke tempat yang telah ditentukan kemudian diberikan 
informasi mengenai pajak dan PBB daerah disertai dengan peringatan maupun 
saknsi apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Ataupun dengan melakukan 
kerjasama dengan pemerintah kecamatan/kelurahan secara berkala), maupun 
dengan memanfaatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama melalui 
kegiatan kemasyarakatannya. 
Sedangkan sistem penyuluhan secara tidak langsung dapat dilakukan 
dengan bentuk himbauan kepada msayarakat. Himbauan ini dapat dilakukan 
melalui iklan-iklan di media cetak, spanduk/reklame yang dipasang di jalan-
jalan utama maupun slide film di media elektronik atau lewat radio dan 
pengumuman/himbauan langsung melalui kendaraan. Penyuluhan ini 
hendaknya dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 
dan PBB serta menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan 
pajak dan PBB daerah. 
6. Melakukan penyempurnaan/perubahan terhadap peraturan daerah yang tidak 
sesuai lagi 
Peraturan perundang-undangan tentang pajak dan PBB yang tidak 
sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini harus segera disempurnakan 
ataupun dilakukan perubahan. Hal ini sangat mungkin untuk dilaksanakan 
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karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 
Kabupaten Jayawijaya telah memiliki kualitas pegawai yang cukup memadai 
yang dapat memberikan usulan, saran dan masukan kepada DPRD untuk 
meningkatkan PBB. 
Isu ini dinilai strategis, apalagi dengan dikeluarkannya Undang-undang 
Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 
tahun 1997 tentang pajak daerah dan PBB yang memberikan kewenangan 
yang sangat besar kepada daerah untuk membuat peraturan sendiri tentang 
pajak daerah dan PBB daerah. Misalnya saja lama waktu yang diperlukan 
untuk pengesahan suatu perda paling lama 6 bulan sejak tanggal diajukannya 
usulan perda. Sehingga bila selama waktu tersebut belum turun pengesahan 
perda dari pusat maka perda dimaksud menjadi sah dan mulai berlaku. 
Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) 
Kabupaten Jayawijaya dapat memberikan usulan, saran dan masukan kepada 
DPRD tentang peraturan daerah mengenai pajak atau PBB daerah baik 
perbaikan terhadap peraturan daerah yang telah ada maupun usulan tentang 
peraturan daerah yang belum ada. Karena yang paling mengetahui situasi dan 
kondisi di lapangan adalah DPPKA yang terjun dan berinteraksi dengan 
subjek dan objek pajak secara langsung. 
7. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang membayar pajak dan PBB 
daerah dan lebih membuka diri terhadap masukan dari masyarakat 
Situasi politik yang tidak menentu dan reformasi yang melahirkan 
masyarakat yang semakin kritis menuntut Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya untuk selalu berusaha 
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meminimalisasi kelemahan yang dimilikinya, dengan meningkatkan sikap 
mental, disiplin, motivasi kerja para pegawainya, serta lebih bersifat 
transparan dan terbuka terhadap masukan dari masyarakat. 
Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya 
merupakan tugas dari seluruh aparat pemerintah. Dan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya sebagai 
ujung tombak pemungutan dan pengelolaan keuangan daerah juga dituntut 
untuk melakukan hal tersebut. Untuk itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya terlebih dahulu harus 
bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) baru setelah itu ia dapat 
meningkatkan kualitas pelayanannya. 
Untuk jangka pendek Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya dapat menyediakan papan-papan 
petunjuk, seperti prosedur perijinan, tarif pajak dan PBB daerah, menindak 
secara tegas pegawai yang terbukti melakukan KKN, bersikap ramah saat 
melayani masyarakat. Sedangkan secara jangka panjang Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya dapat 
memperbaiki prosedur birokrasi menjadi pelayanan satu atap sehingga tidak 
berbelit-belit dan menyediakan kotak pos untuk menampung masukan dari 
masyarakat.Dengan lahirnya era reformasi pemerintah dituntut untuk lebih 
transparan dan lebih melibatkan partisipasi masyarakat secara aktifbaik dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan proses pembangunan. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di masa 
16/41751.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
141 
yang akan datang di Kabupaten Jayawijaya, antara lain: (I) Melakukan kerjasama 
dengan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan PBB; (2) 
Melakukan re-identifikasi misi dan mandat organisasi; (3) Pengadaan sarana dan 
prasarana yang dapat menunjang upaya peningkatan pajak dan PBB daerah; (4) 
Melakukan pembinaan sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman 
para pegawai terhadap tupoksi; (5) Mengintensitkan pelaksanaan penyuluhan baik 
secara formal maupun informal; (6) Melakukan penyempurnaan/perubahan 
terhadap peraturan daerah yang tidak sesuai lagi; dan (7) Meningkatkan pelayanan 
terhadap masyarakat yang membayar pajak dan PBB daerah dan lebih membuka 
diri terhadap masukan dari masyarakat. Ketujuh upaya tersebut belum diwujudkan 
secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2, namun beberapa 
upaya tersebut diharapkan agar pelaksanaannya lebih dimaksimalkan dan 
diefektitkan guna mendukung peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
sektor perdesaan dan perkotaan di masa yang akan datang di Kabupaten 
Jayawijaya. 
16/41751.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
A. Kesimpulan 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
142 
Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 
terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di 
Kabupaten Jayawijaya belum terlaksana secara maksimal dan efektif, terutama 
yang terkait dengan: (1) Kompleksitas termasuk struktur organisasi maupun 
unsur tugas pokok dan fungsi belum terorganisir dengan baik apabila hal ini 
dikaji dari segi perubahan kewenangan pemungutan PBB dan belum adanya 
bidang atau seksi yang baru dalam struktur organisasi DPPKA, serta fasilitas 
atau sarana dan prasarana penunjang juga belum memadai; (2) Formalisasi 
peraturan dan prosedur untuk mengatur standarisasi perilaku dari para 
pegawainya belum optimal disebabkan oleh kebijakan yang selama ini 
diberlakukan dimana PBB merupakan salah satu komponen dari dana bagi 
hasil hal ini juga terjadi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan 
organisasi/daerah dan kondisi pegawai terutama petugas lapangan yang 
melakukan aktivitas atau pekerjaan pemungutan masih terbatas; dan (3) 
Sentralisasi termasuk pengambilan keputusan puncak oleh pimpinan juga 
belum efektif. 
2. Potensi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten 
Jayawijaya, yakni: (I) Menambah cakupan, meliputi: menambah 
subyek/obyek pajak perdesaan dan perkotaan; mengurangi tunggakan, dan laju 
inflasi sebesar 6.21% per tahun; (2) Kualitas pegawai yang memadai dan 
16/41751.pdf
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
143 
dianggap sudah cukup memadai; (3) Tersedianya anggaran yang cukup yang 
disertai peningkatan PAD; (4) Jumlah penduduk yang besar dengan 
pertumbuhan rata-rata 4,65% per tahun, (5) Kemajuan ilmu dan teknologi 
termasuk sistem komputerisasi; dan (6) Adanya dukungan budaya gotong 
royong yang masih dominan di Kabupaten Jayawijaya. 
3. Upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan 
dan perkotaan di masa yang akan datang di Kabupaten Jayawijaya, antara lain: 
( 1) Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan maupun 
pemungutan PBB; (2) Melakukan re-identifikasi misi dan mandat organisasi; 
(3) Pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang upaya peningkatan 
pajak dan PBB daerah; (4) Melakukan pembinaan sikap mental, disiplin, 
motivasi kerja, dan pemahaman para pegawai terhadap tupoksi; (5) 
Mengintensitkan pelaksanaan penyuluhan baik secara formal maupun 
informal; (6) Melakukan penyempurnaan/perubahan terhadap peraturan 
daerah yang tidak sesuai lagi; dan (7) Meningkatkan pelayanan terhadap 
masyarakat yang membayar pajak dan PBB daerah dan lebih membuka diri 
terhadap masukan dari masyarakat 
B. Saran-saran 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kesimpulan dapat 
diajukan saran-saran sebagai berikut. 
4. Perlu mengefektitkan Pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan di 
Kabupaten Jayawijaya dengan melakukan restrukturisasi organisasi untuk 
memberikan kejelasan tentang bidang dan kewenangan dalam struktur 
organisasi DPPKA, dan menetapkan regulasi untuk mengatur standarisasi 
perilaku dari para pegawai agar optimal dalam melaksanakan tugasnya, serta 
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tetap melibatkan bawahan di dalam setiap pengambilan keputusan agar 
pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dapat diefektifkan di masa 
akan datang. 
5. Perlu mengoptimalkan potensi penerimaan PBB sektor perdesaan dan 
perkotaan melalui penambahan subyek/obyek pajak perdesaan dan perkotaan, 
pengurangan tunggakan, peningkatan kualitas pegawai, penyediaan anggaran 
yang memadai, dan penggunaan sistem komputerisasi, serta dukungan dan 
kerjasama masyarakat setempat. Selain itu, perlu terus dilakukan pendataan 
subyek pajak, obyek pajak dan ketetapan pajaknya yang jelas dan akurat 
dengan koordinasi pihak pemerintah daerah dengan KP PBB, dimana 
penentuan target penerimaan PBB harus berdasarkan potensi dan mengadakan 
penyesuaian potensi setiap tahunnya agar pengelolaan PBB-P2 dapat 
diefektifkan di masa akan datang. 
6. Perlu terus diupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga penerimaan 
PBB-P2 di masa yang akan datang realisasinya terus meningkat. Begitu pula, 
perlu upaya peningkatan penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan 
dengan melakukan kerjasama pihak swasta di dalam pengelolaan maupun 
pemungutan PBB, melakukan re-identifikasi misi dan mandat organisasi, 
mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana, melakukan pembinaan 
pegawai terhadap tupoksi, mengintensifkan pelaksanaan penyuluhan, 
melakukan penyempurnaan peraturan daerah yang tidak sesuai lagi; dan 
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang membayar pajak. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN 
DAN PERKOT AAN (STUD I KASUS DI KTO W AMEN A 
KABUPATEN JAY A WIJA Y A). 
Pertanyaan-Pertanyaan untuk Informan:. 
1. Bagaimanakah sistem pengorganisasian ditinjau dari aspek kompleksitas atas 
pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Jayawijaya? 
2. Bagaimanakah pelaksanaan tupoksi pegawai di bidang yang menangani PBB-
P2 di Kabupaten Jayawijaya? 
3. Bagaimanakah kompleksitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor 
perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jayawijaya ? 
4. Bagaimanakah perubahan kebijakan terkait dengan struktur organisasi 
DPPKA Kabupaten Jayawijaya yang belum menambahkan bagian atau seksi 
secara khusus dalam menangani PBB-P2 ? 
5. Bagaimanakah perubahan struktur organisasi yang menangani bidang 
pengelolaan PBB-P2 di DPPKA Kabupaten Jayawijaya? 
6. Bagaimanakah penerapan aturan di dalam merespon perubahan pengelolaan 
PBB-P2 dari pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya? 
······························································································· 
······························································································· 
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7. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh seksi penagihan 
yang menangani bidang pengelolaan PBB-P2 di DPPKA Kabupaten 
Jayawijaya? 
8. Bagaimanakah kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan 
PBB-P2 Kabupaten Jayawijaya ? 
9. Bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai di suatu bidang 
atau seksi yang sating berhubungan khusus dalam pengelolaan PBB-P2 di 
DPPKA Kabupaten Jayawijaya? 
10. Bagaimanakah kondisi lapangan dalam pengelolaan PBB-P2 di DPPKA 
Kabupaten Jayawijaya ? 
11. Bagaimanakah pelaksanaan tupoksi pegawai di seksi penagihan PBB dan 
pendapatan lain-lain di DPPKA Kabupaten Jayawijaya ? 
12. Bagaimanakah menghadapi kendala dalam pengelolaan PBB-P2 di DPPKA 
Kabupaten Jayawijaya ? 
13. Bagaimanakah formulasi yang dapat mengatur perilaku pegawai dalam 
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di 
Kabupaten Jayawijaya? 
······························································································· 
······························································································· 
······························································································· 
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14. Bagaimanakah sentralisasi sebagai pengambilan keputusan dalam pengelolaan 
Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten 
Jayawijaya? 
······························································································· 
15. Bagaimanakah penyelesaian masalah pengurangan tunggakan pembayaran 
PBB-P2 oleh wajib pajak di Kabupaten Jayawijaya? 
16. Bagaimanakah penyelesaian masalah pemungutan bagi wajib pajak yang tidak 
bayar di Kabupaten Jayawijaya? 
17. Bagaimanakah penyelesaian masalahan yang dihadapi wajib pajak di 
Kabupaten Jayawijaya? 
18. Bagaimanakah kondisi dan kemampuan pegawai dalam mendukung 
pengelolaan PBB-P2 di DPPKA Kabupaten Jayawijaya? 
19. Bagaimanakah peran DPPKA Kabupaten Jayawijaya dalam menghadapi 
jumlah wajib pajak yang semakin bertambah, baik kualitas maupun 
kuantitasnya? 
20. Bagaimanakah peran DPPKA Kabupaten Jayawijaya dalam mengatasi 
permasalahan yang terkait dengan keterbatasan ruang kerja dalam pengelolaan 
PBB-P2 di DPPKA Kabupaten Jayawijaya? 
21. Bagaimanakah peran DPPKA Kabupaten Jayawijaya dalam pengelolaan dana 
operasional untuk kesejahteraan pegawainya ? 
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22. Bagaimanakah petugas lapangan dalam menyelesaikan tugasnya yang terkait 
dengan pengelolaan PBB-P2 di DPPKA Kabupaten Jayawijaya? 
23. Bagaimanakah peran DPPKA Kabupaten Jayawijaya dalam melakukan sistem 
penarikan pajak door to door? 
24. Bagaimanakah wajib pajak khususnya pedagang toko melakukan 
kewajibannya dalam membayar pajak di Kabupaten Jayawijaya.? 
25. Bagaimanakah wajib pajak khususnya pemilik rumah makan melakukan 
kewajibannya dalam membayar pajak di Kabupaten Jayawijaya? 
26. Bagaimanakah sikap, disiplin, dan pemahaman pegawai dalam mendukung 
pelaksanaan tupoksinya terkait pengelolaan PBB-P2 di DPPKA Kabupaten 
Jayawijaya? 
27. Bagaimanakah kendala yang dihadapi para wajib pajak terkait pengurusan 
perizinan di Kabupaten Jayawijaya? 
28. Bagaimanakah peran DPPKA Kabupaten Jayawijaya dalam menyediakan 
sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pengelolaan PBB-P2 di 
DPPKA Kabupaten Jayawijaya? 
............................................................................................... 
29. Bagaimanakah ketersediaan sarana di lapangan termasuk kendaraan yang 
aman digunakan bagi petugas lapangan yang melakukan pemungutan pajak? 
............................................................................................... 
······························································································· 
······························································································· 
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Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Informan 
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN 
DAN PERKOTAAN (STUD I KASUS DI KTO W AMEN A 
KABUP A TEN JAY A WIJA Y A). 
Hasil Wawancara Informan:. 
I. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Jayawijaya, (wawancara tanggal 6 April 20 15): 
Pengelolaan PBB-P2 lebih bersifat lokal (local origin), visibilitas, objek pajak 
tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara 
pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Dengan demikian, 
pengelolaan PBB-P2 khususnya di Kabupaten Jayawijaya diharapkan dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki 
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Begitu pula, juga 
diharapkan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat, akuntabilitas, dan 
transparansi dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Jayawijaya. 
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Jayawijaya (wawancara tangga16 April2015): 
"saat ini bidang/seksi yang menangani PBB be/urn optimal dalam 
melaksanakanfungsinya, sehingga diperlukan pembentukan satu bidanglseksi 
lagi yang khusus menangani PBB. Selama ini untuk PBB masih berada dalam 
bidang pendapatan seksi perencanaan dan penetapan sama di bidang 
penagihan seksi penagihan PBB dan lain-lain pendapatanjadi memang belum 
ada bidang atau seksi yang secara khusus menangani PBB di dalam struktur 
organisasi DPPKA Kabupaten Jayawijaya ... ... . 
3. Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Jayawijaya (wawancara tanggal 6 April 20 15): 
Pengorganisasian pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan 
dan perkotaan Kabupaten Jayawijaya yang memiliki 3 bidang kerja yaitu: 
ekonomi moneter, sistem pembayaran dan pengawas. Ketiga bidang tersebut 
perlu diperhatikan karena kompleksitas menentukan ukuran besarnya 
organisasi, di mana makin kompleks sebuah organisasi, makin besar 
kebutuhannya akan alat komunikasi, koordinasi, dan kontrol yang efektif. 
Artinya dengan semakin meningkat kompleksitasnya akan mampu 
meningkatkan efektivitas organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. 
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4. Samuel Patasik, SPi (Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Jayawijaya, 
wawancara April 20 15): 
" .......... selama ini untuk PBB masih berada dalam bidang pendapatan seksi 
perencanaan dan penetapan pendapatan sama di bidang penagihan seksi 
penagihan PBB dan lain-lain pendapatanjadi memang belum ada bidang 
atau seksi yang secara khusus menangani PBB di dalam struktur organisasi 
DPPKA KabupatenJayawijaya .... ". 
5. Samuel Patasik, SPi (Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Jayawijaya, 
wawancara April 20 15): 
" ....... eeeee kami belum ada perubahan masih menggunakan struktur 
organisasi yang lamajadi PBB masih ditangani oleh Bidang Pendapatan 
pada Seksi Perencanaan atau Bidang Penagihan pada seksi penagihan PBB 
dan lain-lain pendapatan mudah-mudahan dengan perubahan ini DPPKA 
juga melakukan penambahan bidang ... .... 
6. Bapak Kabag Orpan Kabupaten Jayawijaya (wawancara April 20 15): 
" ........ .. seharusnya sudah ada perubahan tapi ini juga harus memperhatikan 
aturan-aturan lain yang ada jadi tidak tiba-tiba ada perubahan aturan ini kit a 
juga merubah yang itu kami pikir ini juga kembali bagaimana pemerintah 
daerah perespon perubahan pengelelolaan PBB dari pusat ke pemerintah 
daerah ... ...... " 
7. Staf di seksi penagihan PBB dan lain-lain pendapatan (wawancara April 
2015): 
" ......... kami tarik semua mulai dari pajak samapai retribusi kami yang tarik 
walaupun kami di seksi penagihan PBB dan pendapatan lain-lainjadi khusus 
untuk pungut PBB saja tidak ada semua kami tarik dan kumpul ..... " 
8. Samuel Patasik, SPi (Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Jayawijaya, 
wawancara April2015): 
·· ......... be/urn adanya struktur keorganisasian yang menangani khusus PBB 
terlepas dari bidang atau seksi yang ada karena memang selama ini PBB 
masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga untuk kelancaran 
urusan PBB di daerah ya kami masukkan di bagian yang relevan atau sesuai 
sehingga ketika PBB saat ini menjadi kewenangan daerah secara organisasi 
belum kami bentuk ... .... ". 
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9. Bapak Samuel Patasik, SPi (Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Jayawijaya, 
wawancara Apri I 20 15): 
" ......... tug as pokok dan fungsi kit a tau bahwa ini berhubungan dengan 
pekerjaan yang dilakukan oleh para pegmvai di suatu bidang atau seksi yang 
sating berhubungan khusus untuk persoalan PBB termasuk PBB disektor 
perdesaan dan perkotaan kalau kita lihat ini menyatu dengan dua bidang 
yang telah kami sebutkan tadi walaupun belum secara rinci disebutkan karena 
bidang atau seksi yang khusus menangani PBB seperti bidang PBB dan 
BP HTB ini belum kami bentuk ini juga berhubungan dengan sejumlah 
kewenangan yang dulunya masih dimiliki oleh pemerintah pusat sehingga ya 
kami daerah juga menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mulai dari 
struktur maupun dalam hal pegawai apalagi untuk DPPKA ini kita punya 
sedikit pegawai lapangan jadi walaupun pusat sudah limpahkan itu tugas 
pokok dan fungsi masih tetap menjadi bagian pekerjaan dari bidang 
pendapatan dan penagihan dengan seksi-seksi yang ada ....... " 
10. Sekretaris DPPKA Kabupaten Jayawijaya (wawancara April2015): 
"...... ...... inikan kit a sesuaikan juga dengan kondisi lapangan kit a apalagi 
untuk Kola Wamena PBB sektor perdesaan dan perkotaan belum optimal 
dalam pengelolaannya sehingga hal ini juga berpengaruh pada pembentukan 
bagian atau bidang-bidang yang khusus menangani masalah PBB eee kalau 
potensinya sedikit dan petugasnya juga terbatas yang kami pikir itu sebabnya 
kebijakan pembentukan bidangnyajuga sesuai sehingga dalam hal pembagian 
pekerjaanjuga disesuaikan dengan bidang atau seksi yang dibentuk ... ..... " 
11. Kepala Seksi penagihan PBB dan pendapatan lain-lain (wawancara April 
2015): 
tupoksinya belum ada secara terinci karena kami diseksi penagihan 
PBB dan pendapatan lain-lain yang melakukan tugas atau pekerjaan itu 
maupun tugas berkoordinasi dengan bidang atau seksi lain termasuk dengan 
subyek pajak P BB karena ini juga disesuaikan dengan bidang dan seksi yang 
secara khusus menangani PBB kami karena untuk Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jaymvijaya belum ada yang 
tupoksinya masih tetap menjadi bagian atau melekat pada bidang atau seksi 
yang ada ....... " 
12. Kepala Sekretariat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jayawijaya (wawancara tanggal 6 April 2015): 
Pengelolaan PBB-P2 masih menghadapi banyak kendala antara lain: data 
piutang, pelayanan PBB-P2 yang belum terselesaikan, dan mekanisme 
restitusi PBB-P2. Kondisi demikian mengakibatkan Peraturan Bersama 
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nom or 213/PMK.07/20 I 0 dan 
Nom or 58 Tahun 20 I 0 d icabut dan d iganti dengan Peraturan Bersama Menteri 
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nom or 15/PMK.07 /2014 dan Nom or I 0 
Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak 
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Daerah. Dengan adanya peraturan bersama m1 diharapkan semua 
permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan PBB-P2 dapat terselesiakan. 
13. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jayawijaya (wawancara tanggal 6 April 20 15): 
Formalisasi mampu meningkatkan efektivitas organisasi karena dengan 
menggunakan formalisasi akan mengatur perilaku para pegawai sehingga 
dengan adanya standarisasi perilaku tersebut akan mengurangi 
keanekaragaman untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, satuan kerja harus 
menyamakan dan menanamkan visi dan misi untuk tujuan tunggal dalam 
benak pegawai, dimana setiap pegawai memiliki perbedaan sifat dan 
kepribadiannya. Oleh karena itu, cara untuk melaksanakannya adalah dengan 
adanya peraturan, prosedur yang wajib dipatuhi untuk tertatanya dan 
terprogramnya manajemen sehingga tetap fokus pada tujuan. 
14. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Jayawijaya (wawancara tanggal 6 April 20 15): 
Sentralisasi sebagai pengambilan keputusan dan pengendalian yang sederhana, 
namun bisa menjadi rumit karena orang-orang pada tingkatan yang sama 
mempunyai wewenang pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Selain itu, 
tidak semua keputusan sama penting di dalam organisasi. Begitu pula setiap 
pegawai tidak boleh berpandangan bahwa mereka memiliki kewenangan 
meskipun hal itu termasuk uraian pekerjaannya. 
15. Bapak Erickson Manuputty (Kepala Bidang Pendapatan di DPPKA Kabupaten 
Jayawijaya, wawancara April 20 15): 
" ......... untuk masalah pengurangan tunggakan pembayaran PBB oleh wajib 
pajaklwajib PBB sejauh ini kami telah berusaha agar semua tagihan atau 
pungutan baik dari badan atau perorangan dapat berjalan lancar karenajika 
kami mampu mengurangi jumlah penunggakan dari wajib pajak maka target 
kami dari lima puluh persen (50%) ke tujuh puluh lima (75%) hingga delapan 
puluh persen (80%) akan mendatangkan jumlah penerimaan yang hampir 
mencapai satu milyar (1 M) ........ ". 
16. Pegawai pemungut PBB di DPPKA Kabupaten Jayawijaya (wawancara 
Maret 20 15): 
·· .......... Jadi begini bapa setiap hari kami selalu mengunjungi wajib pajak 
untuk tarik pajak termasuk tarik PBB tapi ada CV, toko-toko atau wajib pajak 
yang tidak bayar jadi mereka tunda untuk sampe berapa bulan begitu ...... ". 
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17. Seorang Wajib pajak!wajib PBB di Kabupaten Jayawijaya (wawancara Maret 
20 15): 
" ...... .... sejauh ini untuk kami dalam hal pembayaran PBB tidak ada masalah, 
kalaupun ada tunggakan secepatnya kami selesaikan dengan petugas atau 
langsung ke kantor sehingga hal ini tidak membebani kami dalam membayar 
kewajiban kami biasanya penunggakan terjadi karena masalah teknis seperti 
saat petugas datang menagih kami lagi keluar atau pas bersamaan lagi sibuk-
sibuknya pekerjaan ........ ". 
18. Bapak Samuel Patasik, SPi (Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Jayawijaya, 
wawancara Maret 20 15): 
" ........ sebenarnya jika dilihat dengan baik DPPKA ini sangat kekurangan 
pegawai dari jumlah yang dibutuhkan. Saat ini jumlah pegawai yang ada 
sebanyak 82 orang ini juga setelah mengalami merjer, dari segi kualitas 
pegawai jika dilihat memang sudah cukup memadai terutama petugas 
lapangan ... .... ". 
19. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKA Kabupaten Jayawijaya 
(wawancara Maret 2015): 
" ......... untuk Kabupaten Jayawijaya yang jumlah wajib pajak atau wajib 
PBB cukup banyak ini sampai ribuan orang, kualitas SDM yang dimiliki ya 
boleh dikatakan cukuplah terutama yang menangani pekerjaan-pekerjaan 
yang substantive yang berhubungan dengan masyarakat di lapangan, 
berhubungan dengan dinas-dinas lain yang juga ada tarik PBB seperti PU, 
Pariwisata, Disperindag, Perikanan, Peternakan ini membutuhkan pegawai 
yang mempunyai kemampuan dan pemahaman tentang pajak, PBB dan segala 
hal yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawabannya secara jeli dan 
hati-hati, paham dengan aturan jadi menurut pendapat kami sebenarnya 
kualitas SDM yang dimiliki oleh DPPKA Jayawijaya masih harus di dorong 
lagi untuk lebih tapi sejauh ini dapat dikatakan kualitas SDM yang dimiliki 
sudah cukup memadai ... ..... ". 
20. Kepala Seksi Penagihan Pajak dan Bagi Hasil di DPPKA Kabupaten 
Jayawijaya (wawancara April 20 15): 
'' ...... ... jadi setelah terjadi penggabungan dinas ini DPPKA ini kekurangan 
staf sehingga ada 18 seksi yang hilang karena terbatasnya ruangan, tapi 
kalau dari segi kualitas boleh dapat kita katakana sudah cukup memadai 
tinggal bagaimana pemerintah dorong untuk pendidikan dan pelatihan-
pelatihan lagi karena untuk penguasaan medan sampai usaha-usaha untuk 
menghadapi konsumen, ·wajib pajak yang keras kepala semua sudah ada jadi 
masalah kemampuan tidak diragukan ....... ". 
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21. Bapak Erickson Manuputty (Kepala Bidang Pendapatan di DPPKA Kabupaten 
Jayawijaya, wawancara Maret 2015): 
" ... .... dalam kaitannya dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya, dana operasional yang tersedia 
dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan dalam lingkungan 
pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) merupakan instansi yang 
dianggap "basah" dalam arti tingginya tingkat kesejahteraan pegawai 
dihubungkan dengan insentifyang diberikan ... .... ". 
22. Staf/pegawai di DPPKA Kabupaten Jayawijaya (wawancara April 20 15): 
" ... ..... kalau kamipetugas di lapangan kami lihat pendapatan daripajakyang 
ditarik sudah sangat banyak bahkan mung kin meningkat terus ..... " 
" ...... .. PBB yang saya tarik setiap hari dari lapangan itu banyak sekali tetapi 
tidak tau kalau berapa jumlahnya kalau setiap petugas setoran baru hitung 
karna de pu orang berbeda lagi kami hanya tau tagih setor dan kasih laporan 
lapangan tapi banyak ... ... ". 
23. Kasie Penagihan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
(DPPKA) Kabupaten Jayawijaya (wawancara tanggal 10 April 20 15): 
"Selama 3 tahun terakhir , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya telah melakukan sistem penarikan 
pajak door to door, yaitu dengan melakukan penagihan dengan mendatangi 
wajib pajak secara langsung. Dengan diberlakukannya sistem ini telah 
meningkatkan realisasi pajak daerah secara cukup signifikan ... ...... " .. 
24. Seorang wajib pajak/wajib PBB di Kabupaten Jayawijaya (wawancara Maret 
2015): 
" ... .... kami ini bukannya tidak mau tapi kalau kami pergi siapa yang mau 
jaga toko sedangkan toko ini sudah sumber pendapatan kami selain itu juga 
kami tidak ke kantor karena biasanya sudah ada petugas yang dating dan 
kami tau pasti setiap tanggal berapa kami akan membayar pajak itu ...... " 
25. Seorang pemilik rumah makan di jalan Irian Wamena selaku wajib pajak 
(wawancara Maret 2015): 
" ... .... sudah ada petugas yang biasa kami setoran jadi kami jaga rumah 
makan saja dan tidak perlu ke kantor lagi ... .... ". 
26. Bapak Samuel Patasik, SPi (Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Jayawijaya, 
wawancara Maret 20 15): 
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" ... .... sikap mental, disiplin, motivasi ke~ja dan pemahaman pegawai Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten 
Jayawijaya terhadap tupoksi masih rendah ..... ". 
27. Seorang wajib pajak/wajib PBB di Kabupaten Jayawijaya (wawancara Maret 
2015): 
" ... ... seringkali kami enggan untuk mengurus pajak termasuk PBB yang 
berkaitan dengan perijinan karena pelayanan dari para pegawainya yang 
kurang ramah dan birokrasi yang terlalu berbelit-belit ... .... ". 
28. Bapak Samuel Patasik, SPi (Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Jayawijaya, 
wawancara Maret 2015): 
" ...... . sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang yang sang at berpengaruh 
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Jayawijaya tentu saja 
telah memiliki sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan 
tugas dan fungsinya. Namun jika dilihat dari be ban tugas Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) selaku koordinator pendapatan 
daerah, sarana dan prasarana yang tersedia masih belum mencukupi ... .... ". 
29. Bapak Samuel Patasik, SPi (Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Jayawijaya, 
wawancara Maret 20 15): 
" ... ..... terus terang sarana untuk kami dilapangan sangat sangat kurang 
bahkan terkadang kami harus naik ojek atau becak untuk )alan tagih-tagih 
karena tidak ada kendaraan operasional. Motor terbatas mobil operasional 
cuma satu baru petugas lapangan banyak ... .... ". 
" ......... . tidak ada kami biasajalan atau pake sepedajalan tagis-tagih ... Dinas 
tidak kasih kendaraan karen a tidak ada to ..... " 
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PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA 
Bt\Oi\1~ PERENCi\NAt'\1~ PE~IBt\NGtJNAN Dt\EHt\0 
Jln. YOS SUDARSO TELP. 0969-32092, 33561 WAMENA 
SURA T REKOMENDASIIPENELITIAN 
Nomor: 070/~"fl/BAPPEDA/2015 
Berdasarkan Surat Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Jayapura, Universitas Terbuka 
No. 197 AIUN31,52/AK/2015 tanggal, 10 Maret 2015, perihal Permohonan Ijin Pengambilan Data 
Penelitian tentang " Pengorganisasian Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan 
dan Perkotaan, Study Kasus Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya "· Maka kami Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jayawijaya tidak keberatan terhadap 
pelaksanaan Pengumpulan Data dan Penelitian dalam rangka Meneliti " Pengorganisasian 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Study Kasus Distrik 
Wamena Kabupaten Jayawijaya "yang dilaksanakan oleh. 
Penanggungjawab : PETRUS RUDY PUN-
Nim : 500031355 
Program study : S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka 
UPBJJ-UT : Jayapura Pokja Wamena 
Perlengkapan : Membawa Perlengkapan Seperlunya 
Dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Wajib melapor kepada pejabat setempat dimana lokasi penelitian dilaksanakan; 
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan 
penelitian; 
3. Setelah selesai penelitian wajib menyerahkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya 
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk disahkan dan 
menerima surat Keterangan Ijin Penelitian oleh Kepala Bappeda. 
Demikian Surat Rekomendasi ini, kiranya dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. 
'on/h ... ,--""'CANAAN DAERAH.A' 
JAYA 
Tembusan Yth: 
1. Kepala Distrik Wamena di Wamena 
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